Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2018

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016-2021, merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dan Program
Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan memperhatikan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Berdasarkan RPJPD, RPJMD tahun 2016-2021 merupakan tahap ke-
3 yang diprioritaskan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian
berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia
berkualitas, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan
manusia (IPM), meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya
proposi penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dan terkendalinya

laju Pertumbuhan Penduduk.

4.1. Visi

Berdasarkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang
yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang
hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten

Tasikmalaya tahun 2016-2021 adalah:

“KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN
BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya tersebut adalah
sebagai berikut:
Religius/Islami

Religius Islami berasal dari dua kata “Religius” dan “Islami”. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius adalah bersifat religi;
bersifat keagamaan; yang bersangkut-paut dengan religi. Religi merupakan
kata serapan dari kata religion (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa
latin religio yang Dberarti obligation/bond (kewajiban), reverence

(menghormati, memuja, mentakzimkan), dan berakar dari kata religare yang
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artinya to bind (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur
tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang
Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia
dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas,
religius bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-
nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan
terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis
(asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata aslama yang berakar
dari kata salama. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal
katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) ‘Salm’
( ) yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’ ( ) yang berarti
menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3)
Saliim’ ( ) yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’ ( ) yang berarti
selamat dan sejahtera. Islam merupakan agama yang kehadirannya
ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih
sayang bagi manusia maupun semesta (Rahmatan lil ‘alamin).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, Religius/Islami merupakan
aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai
keislaman seperti keadilan, keseteraan (equality), toleransi, kejujuran,
kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan
rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya
merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara
berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan
pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan
dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (al-hukma), peradaban
dalam hubungan antar warga (al-nubuwwah), kemakmuran dan keunggulan
dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang
melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

Kalimat “Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami”
sebagaimana terumuskan dalam "visi" dimaksud adalah menjadikan spirit
kehidupan beragama Islam menjadi landasan dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Nilai-
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nilai Islam yang universal menjadi landasan dan nafas penyelenggaraan
pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
Dinamis

Dinamis adalah semangat untuk mampu mengikuti perubahan dan
perkembangan situasi dan kondisi serta senantiasa berubah ke arah yang
lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan untuk menciptakan
kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat melalui penyelenggaraan

pembangunan daerah.

Berdaya Saing di bidang Agribisnis:

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan
sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan
masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing di bidang agribisnis bermakna kemampuan untuk
menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat dalam bidang agribisnis. Kegiatan yang
dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan
kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan
dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional.
Dengan berdaya saing diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dengan

berbasis agro produksi, agro industri dan agro teknologi.

Berbasis Perdesaan
Kabupaten Tasikmalaya merupakan wilayah dengan mayoritas berciri

perdesaan. Sangat logis apabila perencanaan pembangunan disusun
berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada di perdesaan. Berbasis
perdesaan mengandung pengertian bahwa pembangunan dilakukan
berdasarkan pada dua paradigma utama yaitu, Membangun Desa dan Desa
Membangun yang diarahkan pada pencapaian Desa yang maju, sejahtera
dan demokratis.

Berbasis perdesaan bermakna pula Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan yaitu meningkatnya derajat kesanggupan-kemampuan warga di

kawasan perdesaan yang ditandai dengan: terpenuhinya kebutuhan dasar
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(basic needs); peningkatan penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem
dan sumber daya yang diperlukan; meningkatnya kesadaran akan berbagai
potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungannya; serta
meningkatnya kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai

kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.

4.2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap
memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke
depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4

(empat) misi sebagai berikut.

Misi Pertama, Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa,
berakhlaqulkarimah dan Berkualitas.

Hal ini untuk menciptakan sosok masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang
agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu
pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan

berkompetisi.

Misi Kedua, Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang
Agribisnis dan Pariwisata.

Menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan
keunggulan pariwisata yang terintegrasi, mampu menarik investasi daerah,

menyerap tenaga kerja dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Misi Ketiga, Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (good
governance). Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit shiddiq,
tabligp, amanah dan fathonah guna menciptakan sosok Kabupaten
Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani
masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas

pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.

Misi Keempat, meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur

wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.
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Menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang mampu menyediakan
ruang dan infrastruktur dasar yang memadai dan berkualitas serta selaras
dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan sehingga dapat
meningkatkan daya saing daerah, konektivitas antar wilayah di Kabupaten

Tasikmalaya dan daerah lain.

4.3. Tujuan dan Sasaran

Guna mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah
ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada
setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan
sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan
bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib
maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut.

Tujuan (goal) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan
penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah
dan permasalahan pembangunan daerah. Untuk merealisasikan
pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, ditetapkan tujuan
pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam
kurun waktu lima tahun ke depan.

Sasaran (objective) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan
suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai lima tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur,
spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud
agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat
berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Tujuan dan sasaran pada

pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks berikut:
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Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021
Visi: “Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Dinamis, dan

Berdaya Saing di Bidang Agribisnis Berbasis Perdesaan”

Misi Tujuan Sasaran
Mewujudkan Meningkatkan taraf | 1. Meningkatnya nilai-
Masyarakat yang | hidup masyarakat nilai empati dan
Beriman, Bertaqwa, | agar lebih sehat, kepedulian
Berakhlaqul-karimah | cerdas, berkarakter masyarakat terhadap
dan Berkualitas. dan sejahtera. lingkungan sosial

2. Meningkatnya
pelayanan kepada
masyarakat dalam
bidang keagamaan

3. Tuntasnya wajib

belajar pendidikan
dasar 9 tahun dan
terlaksananya rintisan

wajib belajar
pendidikan dasar 12
tahun

4. Meningkatnya  mutu
manajemen tata kelola
pendidikan

5. Meningkatnya jumlah
lembaga  pendidikan
bagi anak wusia dini
dan pendidikan luar
sekolah yang merata,
berkualitas dan
terjangkau oleh
masyarakat

6. Meningkatnya
profesionalisme
pendidik dan tenaga
kependidikan

7. Menurunnya angka
putus sekolah
terutama peserta didik
kurang mampu

8. Meningkatnya
penyelenggaraan
pendidikan inklusif
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Misi Tujuan Sasaran

9. Meningkatnya
kreativitas siswa di

semua jenjang
pendidikan

10. Meningkatnya
kemampuan dan
budaya baca
masyarakat

11. Meningkatnya
derajat kesehatan
keluarga dan  gizi
masyarakat

12. Meningkatnya
kerjasama dan
kemitraan dalam
penyehatan
lingkungan

13. Meningkatnya
akses dan pemerataan

mutu pelayanan
kesehatan dasar dan
rujukan

14. Meningkatnya
pembiayaan kesehatan

dan jaminan
kesehatan masyarakat
miskin

15. Meningkatnya
pemenuhan
ketersediaan dan
penyebaran sumber
daya manusia
kesehatan serta
sistema informasi
kesehatan

16. Meningkatnya
perlindungan pada ibu
hamil, ibu bersalin,
ibu nifas, bayi, anak
dan masyarakat resiko
tinggi

17. Terkendalinya laju
pertumbuhan
penduduk

18. Terkendalinya
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Misi

Tujuan

Sasaran

persebaran penduduk

19. Tertibnya
pengelolaan
administrasi
kependudukan
meningkatnya
kepemilikan dokumen
kependudukan (Akta,
KK, KTP)

dan

20. Meningkatnya
pengarusutamaan
gender dalam
pembangunan dan
perlindungan anak

21. Meningkatnya
kemandirian
penyandang masalah
kesejahteraan  sosial
(PMKS)

22. Meningkatnya daya
saing tenaga kerja dan
kesempatan kerja

23. Meningkatnya daya
saing dan partisipasi
generasi muda dalam
pembangunan daerah

24.
prestasi
raga

Meningkatnya
bidang olah

25. Terwujudnya
pelestarian
pengembangan
budaya daerah

dan

26. Meningkatnya
kualitas hidup
penyandang disabilitas
dan lanjut usia

27. Meningkatnya
kesejahteraan
penduduk miskin

Mewujudkan
Perekonomian
Tangguh di
Agribisnis
Pariwisata.

yang
Bidang
dan

Meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat
pertumbuhan
pemerataan

melalui
dan
ekonomi

1. Meningkatnya
Kesejahteraan Petani

2. Meningkatknya
produksi dan daya
saing produksi usaha
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Misi Tujuan Sasaran
berbasis integrasi pertanian dan
keunggulan agribisnis perikanan
daya saing agribisnis | 3. Meningkatnya
dan pariwisata kemampuan SDM

Masyarakat  pelaku
utama dan pelaku
usaha

4. Meningkatnya
kemitraan, peran dan
kontribusi  lembaga
perekonomian

5. Meningkatnya iklim
investasi dan daya
saing bisnis daerah

6. Meningkatnya jumlah
dan peran UMKM
dan koperasi

7. Meningkatnya
ketersediaan sarana
dan prasarana
perdagangan yang
memadai dan
terjangkau

8. Meningkatnya
industri produk
pertanian

9. Meningkatnya
kontribusi BUMD
terhadap
peningkatan PAD dan
kesejahteraan
masyarakat

10. Berkembangnya
pusat pertumbuhan
perekonomian

11. Berkembanganya
sektor pariwisata
yang terintegrasi
dengan pertanian

12. Meningkatnya
ketahanan  pangan
berbasis potensi
pangan lokal

Mewujudkan Tata | Meningkatnya 1. Tertatanya
Kelola Pemerintah | efektivitas pelayanan, kelembagaan
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Misi

Tujuan

Sasaran

yang  Baik
Governance)

(Good

dan
publik

kepercayaan
partisipasi
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan

organisasi perangkat
daerah yang efektif
dan efisien, serta
meningkatkan
pelayanan publik

Tersedianya produk
hukum daerah yang
memberikan
kepastian,
kemanfaatan dan
keadilan dalam
penyelenggaraan
pemerintahan

Meningkatnya kinerja
dan kepercayaan
publik kepada DPRD

Terwujudnya
keselarasan
hubungan antara
pemerintah  daerah
dengan pemerintah
dan pemerintah
daerah lainnya

Terwujudnya
pengelolaan
kearsipan daerah
yang mendukung
penyelenggaraan
pemerintahan

Tersedianya sarana
dan prasarana
penyelenggaraan
pemerintahan
memadai

yang

Terwujudnya sistem
informasi manajemen
pemerintahan  yang
modern dan
meningkatnya
transparansi publik

Meningkatnya

kuantitas dan
kualitas hasil
penelitian dan
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Misi Tujuan Sasaran

pemanfaatan [PTEK
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan

9. Terwujudnya
perencanaan
pembangunan
daerah yang baik dan
berkeadilan

10. Terwujudnya
pengelolaan
keuangan dan aset
daerah yang efektif,
efisien dan akuntabel

11. Meningkatnya
profesionalisme
aparatur
pemerintahan

12. Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan  yang
bebas KKN

13. Terpeliharanya
ketertiban umum dan
ketenteraman
masyarakat

14. Terwujudnya
kehidupan politik
yang demokratis dan
meningkatnya
partsipasi
masyarakat

15. Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan  desa
yang demokratis dan
masyarakat desa
yang sejahtera

16. Tersedianya data
informasi
pembangunan
daerah

Meningkatkan Meningkatnya 1. Meningkatnya
Ketersediaan dan | ketersediaan dan ketersediaan dan
Kualitas Infrastruktur | kualitas infrastruktur kualitas infrastruktur
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Misi Tujuan Sasaran
Wilayah Berbasis | daerah untuk wilayah dan layanan
Tata Ruang yang | meningkatkan daya dasar
berkelanjutan saing daerah dengan | 2. Meningkatnya sarana

memperhitungkan dan prasarana
daya dukung permukiman
lingkungan dan perkotaan dan
penataan ruang perdesaan

terpadu 3. Terwujudnya penataan

ruang yang terpadu
dan berkelanjutan

4. Terciptanya
masyarakat tangguh
bencana dan
terwujudnya
penanggulangan
bencana yang
terencana, dan
terpadu.

5. Terwujudnya
pengelolaan
lingkungan hidup
berkelanjutan

4.4. Prioritas Pembangunan Daerah

Adanya berbagai permasalahan utama dalam pembangunan daerah,
isu strategis pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 - 2019, dan isu
strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD 2013 - 2018,
serta isu strategis RPJMD 2016-2021 Kabupaten Tasikmalaya merupakan
permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan
berdampak panjang bagi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten
Tasikmalaya, untuk itu diperlukan penyelesaian permasalahan
pembangunan tersebut secara bertahap dan berkelanjutan, adapun isu
strategis untuk pembangunan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai
berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Perdesaan

Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk
Meningkatkan Taraf Pendidikan Masyarakat
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

a kLD

Lanjutan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pusat
Pemerintahan dan Peningkatan 4 Wilayah Penunjang

6. Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
Meningkatnya jumlah kunjungan dan destinasi wisata.
Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkelanjutan
Pembangunan  Infrastruktur dan  penggunaan  teknologi
informasi/IT diperdesaan / Perkotaan dan Pengembangan Sarana

Prasarana Permukiman

Peningkatan Produksi di Bidang Pertanian serta Usaha
Agribsisnis
Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan

Lingkungan

Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

Penanggulanagn Bencanan Daerah

Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan Keagamaan dan
Peningkatan Peran Lembaga Keagamaan dalam Kehidupan Sosial

dan Perekonomian Masyarakat

Untuk menjawab isu  strategis pembangunan Kabupaten

Tasikmalaya tahun 2018 yaitu :

“Peningkatan infrastruktur dan pendayagunaan teknologi informasi

dalam mendukung daya saing daerah”

Adapun maksud pengambilan tema tersebut mengandung pengertian

sebagai berikut :

1. Pencapaian dan perkiraan capaian tahun 2018 yang merupakan

tahun ke-tiga pada RPJMD 2016 - 2021 yang diperlukan
pemantapan pencapaian target RPJMD fase ke-tiga dari sisi

kualitas dan akuntabilitas pembangunan.

. Mencerminkan uapaya untuk menghadapi tantangan tahun 2018,

baik yang bersumber dari internal maupun eksternal

. Mencerminkan upaya pencapaian daya saing kompetitif

perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan

sumberdaya manusia yang berkualitas.

Program prioritas Bupati merupakan janji Bupati dan Wakil Bupati

selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah yang menjadi prioritas dalam

program pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya selama lima tahun

ke depan. Berdasarkan pertimbangan dengan memperhatikan kondisi

terhadap potensi dan permasalahan yang ada, Bupati dan Waki Bupati
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merencanakan program pembangunan lima tahun kedepan yaitu
pencapaian daya saing perekonomian melalui pengembangan agribisnis ,
pariwisata dan jasa serta pemanfaatan keunggulan sumberdaya alam yang
berkelanjutan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang
berkualitas yang berpihak kepada masyarakat perdesaan melalui gerakan
“ Tasik SIAP ”

Sebagai instrument kebijakan prioritas Bupati dan Wakil Bupati
dalam perencanaan pembangunan daerah melalui program “ Tasik SIAP” ,
diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tasikmalaya siap
memprioritaskan pembangunan menjadi Kabupaten Tasikmalaya yang maju
dan sejahtera.

Sebagai Program Prioritas Bupati dalam ¢ Tasik SIAP “ program
prioritas selain peningkatan pelayanan urusan wajid dasar juga

memprioritaskan program ;

A. Memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pelayanan Dasar
SIAP 1: Memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
pelayanan dasar. Kata memastikan (to ensure) bermakna: mengatakan
dengan pasti; menentukan; menetapkan dengan sungguh hati, dalam hal
pemenuhan terhadap SPM pelayanan dasar yang terdiri dari urusan
Pendidikan; urusan Kesehatan; Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang; Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan Urusan Perlindungan Sosial.
Kondisi yang terbayangkan adalah Kabupaten Tasikmalaya yang memadai
dalam pelayanan kesehatan, pendidikan yang bermutu dan terjangkau;
jalan yang mulus/mantap; perumahan yang aman dan nyaman serta situasi

yang tertib dan tenteram.

B. Menjadikan Sumberdaya Manusia Berahlaq Dan Berkualitas
Siap-2: Sumber daya manusia adalah suatu proses mendayagunakan
manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi bagi pencapaian organisasi.
Sumber daya manusia merupakan salah satu factor kunci dalam reformasi
ekonomi, yaitu bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang
berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam

persaingan global. Kabupaten Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk
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1.735.998 jiwa pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk yang cukup
besar tersebut Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi yang cukup besar
dari segi kuantitas, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
“SIAP “ untuk menyiapkan generasi emas, pendidikan tetap menjadi jalan
utama , dalam hal ini pendidikan untuk semua (education for all) menjadi
pekerjaan yang perlu dituntaskan, bukan sekedar pemerataan, tetapi juga
peningkatan kualitas.

Upaya tersebut dimulai dengan gerakan pendidikan anak usia dini
serta penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar, disamping
itu perluasan akses ke Perguruan Tinggi juga disiapkan akses secara
khusus kepada masyarakat yang memiliki kemampuan keterbatasan
ekonomi, tetapi berkemampuan akademik. Pendidikan harus tetap
berikhtiar membangun generasi bangsa yang cakap secara intelektual,
anggun secara moral dan “SIAP” menghadapi tantangan jamannya. Oleh
karena itu Pendidikan bukan tanggung jawab pemerintah saja , pendidikan
sebagai jalan kemajuan pemerintah ini harus menjadi komitmen dan
kesadaran bersama masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Permasalahan kian lama kian komplek hal ini menuntut kita untuk
senantiasa belajar agar tidak gagap terhadap perubahan, jumlah penduduk
yang makin meningkat, cadangan energi makin menipis, ragam budaya
yang berbeda, konflik internal dan ekternal menuntut kita untuk senantiasa
terus belajar. Fakta yang ada bahwa pendidikan konvensional kurang
memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah, untuk itu diperlukan
Pendidikan di luar sekolah yang merupakan pendidikan alternative yang
dapat memberikan warna baru dalam pendidikan dengan kata lain
peningkatan wupaya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten
Tasikmalaya dapat digunakan dengan cara antara lain :

a. Meningkatkan Kualitas Pendidikan;
b. Menambah lapangan kerja yang memadai;
c. Peningkatan Perekonomian Kabupaten Tasikmalaya.

Arah pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Tasikmalaya
ditujukan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia yang secara
komprehensif meliputi aspek kepribadian dan sikap mental, penguasaan
IImu dan Teknologi serta profesionalisme dan kompetensi yang semuanya di

jiwai nilai-nilai religius islami sesuai dengan visi Kabupaten Tasikmalaya.
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C.

Berdaya Saing Di Bidang Agribisnis, Pariwisata, Umkm Dan
Ekonomi Kreatif

SIAP 3: Berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata, UMKM dan

ekonomi kreatif yang terpadu. Ditandai dengan meningkatnya industri

menengah dan kecil dalam bidang pengolahan hasil pertanian (pasca panen)

guna memutus tradisi sebagai daerah pemasok barang mentah yang murah

terutama hasil pertanian. Bertambah dan berkembangnya tujuan wisata

dan jasa pariwisata yang terintegrasi dengan pertanian dan ekonomi kreatif.

Potensi yang cukup besar dalam pengembangan agribisnis di Kabupaten

Tasikmalaya bahkan diharapkan akan menjadi leading sektor dalam

pembangunan di Kabupaten Tasikmlaya, potensi pertanian dapat diuraikan

sebagai berikut :

1.

2.

3.
4.

Pembentukan Produk Domestik Bruto Kabupaten Tasikmalaya sektor
pertanian, kelautan dan kehutanan memberikan kontribusikan yang
cukup significan untuk PDRB;

Sektor Pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja yang
cukup besar;

Sektor pertanian berperan dalam penyediaan pangan masyarakat;
Memberikan keunggulan komperatif dan mempunyai kontribusi
terhadap ekspor.

Berbagai pendekatan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten

Tasikmlaya  ”SIAP” dilakukan seperti pembangunan Pertnian terpadu,

pembangunan pertanian berwawasan lingkungan, dan pembangunan

pertanian berwawasan agroindustri, pada dasarnya upaya tersebut

bermaksud :

a.

Tetap menjaga dan memperhatikan prinsip-prinsip keunggulan

komparatif sehingga produk pertanian mampu berkompetisi;

. Terus meningkatkan keterampilan petani (masyarakat tani) sehingga

mampu meningkatkan produktivitas pertanian;

. Terus mengupayakan sarana produksi yang mencukupi setiap saat

diperlukan dengan tingkat harga yang terjangkau;

. Menyediakan dan meningkatkan fasilitas kredit bagi petani guna

proses produksinya;

. Penyediaan infrastruktur dan institusi/kelembagaan yang dapat

meingkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian.
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Upaya peningkatan perekonomian di Kabupaten Tasikmalaya
senantiasa terus diupayakan dengan melakukan berbagai kreativitas dan
inovasi dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan yang berlaku,
diantaranya pengembangan potensi wisata yang terus diupayakan di
Kabupaten Tasikmalaya sebagai modal dasar pengembangan
kepariwisataan.

Pengembangan Kepariwisataan tidak cukup mengandalkan potensi
wisata yang ada di daerahnya, tetapi memerlukan strategi untuk
memasarkan dan merancang pola pengembangan pariwisata yang sesuai
dengan karakter daerah, tidak ada objek wisata yang tak layak jual,
layaknya menjual suatu produk kepariwisataan perlu strategi pemasaran
yang andal dan tepat sasaran, oleh karena Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya terus berupaya mengembangkan dan menyusun langkah-
langkah strategis diantaranya :

1. Melakukan identifikasi dan menggali potensi Daya Tarik Wisata
yang ada di daerah, langkah ini harus dilakukan dengan cermat
agar mengetahui potensi objek wisata yang ada, dikuti dengan
pendataan berbagai fasilitas penunjang pariwisata seperti
akomodasi, transportasi, restoran, pasar seni, kerajinan rakyat dan
yang lainnya, dan selanjutnya melakukan pemolesan dengan
sentuhan seni, menata ulang objek wisata secara fisik agar
keindahan dan kebersihannya terjamin sehingga menarik untuk
dikunjungi;

2. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, Pengembangan
pariwisata merupakan salah satu konsep pengembangan jaringan
kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta dan pihak lain
secara sinergis. Pengelolaan Pariwisata secara parsial oleh suatu
daerah karena alasan kewenangan dan kepentingan daerah
merupakan penyekatan terhadap pengembangan DTW akan
menjadi hambatan pengembangan kepariwisataan. Landasan pola
pikir pengembangan dunia pariwisata harus berorientasi
kebersamaan (mutuality) melakukan kerjasama antar jenis-jenis
pariwisata sebagai kekuatan bersama yang bersinergi membangun
kekuatan pariwisata;

3. Perbaikan image, dan revitalisasi produk pariwisata, strategi ini

dapat dilakukan melalui promosi di berbagai media, yang
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menyajikan informasi potensi wisata dan kondisi keamanan suatu
daerah. Strategi pengembangan pariwisata harus memberikan rasa
aman dan ketenangan bagi wisatawan untuk dapat menikmatai
objek wisata yang disajikan;

4. Menentukan target dan segmen pasar, pemasaran yang efektif
mencakup estimasi jumlah angka kunjungan dan calon wisatawan.
Strategi komunikasi pemasaran yang tepat dan andal akan
membantu mempertemukan komponen penawaran pariwisata
dengan komponen permintaannya.

Berkembang atau tidaknya suatu daerah menjadi destinasi wisata

bergantung pada pruduk pariwisata yang ditawarkan, oleh karena itu
Kabupaten Tasikmalaya »”SIAP” meningkatkan daya saing produk

pariwisata dengan berbagai kreasi dan inovatif.

D. Mendayagunakan Teknologi Informasi

SIAP 4: Mendayagunakan teknologi informasi. Daya guna berarti
kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat; efisien; tepat guna dan
sangkil. Atau bermakna kemampuan menjalankan tugas dengan baik.
Mendayagunakan bermakna mengusahakan agar teknologi informasi
mendatangkan hasil dan manfaat, bertepat guna agar mampu menjalankan
tugas dengan baik. Mendayagunakan teknologi informasi bermakna
teknologi untuk mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk
digital sehingga keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan makin meluas
dan pelayanan pemerintah meningkat dan efisien. Penggunaan teknologi
informasi merupakan Salah satu wupaya untuk mewujudkan tata
pemerintahan yang baik adalah mempercepat proses kerja serta
modernisasi di  bidang  administrasi  perkantoran, modernisasi
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat melalui E-Government

sebagai salah satu aplikasi dari teknologi informasi.

E. Menjamin Kemudahan Investasi
Persaingan yang makin tajam menuntut Pemerintah Daerah untuk
menyiapkan daerahnya sedemikian rupa sehingga mampu menarik
investasi, orang dan industry ke daerah dan terus berupaya menciptakan
iklim investasi yang kondusif dengan melakukan deregulasi dan

debirokratisasi.
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Penanaman modal yang bisa menarik investor, membutuhkan
pelayanan perizinan yang gampang, jelas, transparan, cepat dan
dibutuhkan kebijakan pemerintah yang jelas tentang penanaman modal.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya “ SIAP” terus berinovasi untuk
dapat menarik sebanyak mungkin para investor agar mau menanamkan
modalnya.

Salah satu kebijakan ditempuh adalah penyusunan peta Investasi
daerah kabupaten dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten
yang terdiri atas sumber daya alam, kelembagaan, sumberdaya manusia
termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah dan besar serta koperasi.

Pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan di Kabupaten
Tasikmalaya dengan tiga program utama yaitu program peningkatan
promosi dan kerjasama investasi, program penyiapan potensi sumber daya,
sarana dan prasarana daerah serta program peningkatan iklim investasi

dan realisasi investasi
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Tabel 4.2:
Target Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Tahun 2018
Berdasarkan RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Tasikmalaya

Bidang Urusan : i Kondisi Awal SKPD
No. Pemerintahan Indikator Kinerja Program Satuan RPJMD Target 2018 Penanggungjawab
Urusan Wajib Yang
A Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar
1 Pendidikan
Program Pendidikan Anak APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SKPD yang
Usia Dini menangani urusan
1) % 59,25 68 pendidikan
Program Wajib Belajar SKPD yang
Pendidikan Dasar Sembilan menangani urusan
2) Tahun pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MI- SKPD yang
Sederajat menangani urusan
% 100,12 100 pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) SD-MI- SKPD yang
Sederajat menangani urusan
% 100,02 100 pendidikan

Bab IV - 20




Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2018

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP-MTs SKPD yang
Sederajat 100 menangani urusan

% 98,54 pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP- SKPD yang
MTs Sederajat menangani urusan

% 97,68 100 pendidikan

Rasio Ketersedianan SD/MI terhadap SKPD yang
Penduduk Usia 7 -12 _ 150.27 200 menangani urusan

’ pendidikan

Rasio Ketersedianan SMP/MTs SKPD yang
terhadap Penduduk Usia 13-15 _ 191.31 255 menangani urusan

’ pendidikan

Rasio Guru SD-MI terhadap Murid SD- SKPD yang
MI - 16,65 22 menangani urusan

pendidikan

Rasio Guru SMP-MTs terhadap Murid SKPD yang
SMP-MTs _ 12.58 17 menangani urusan

’ pendidikan

Rasio Rombel/Guru SDMI SKPD yang
- 1,48 1 menangani urusan

pendidikan

Sekolah Pendidikan SD Kondisi SKPD yang
Bangunan Baik . menangani urusan

7o 69,27 83 pendidikan

Sekolah Pendidikan SMP Kondisi SKPD yang
Bangunan Baik menangani urusan

Baik % 84,22 94 pendidikan

Angka Putus Sekolah (DO) SD-MI SKPD yang
% 0.000080 0 menangani urusan

’ pendidikan

Angka Putus Sekolah (DO) SMP-MTs SKPD yang
% 0,000140 0 menangani urusan

pendidikan

Angka Lulusan (AL) SDMI SKPD yang
% 100,00 100 menangani urusan

pendidikan
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Angka Lulusan (AL) SKPD yang
SMP-MTs % 100,00 100 menangani urusan

pendidikan

Angka Melanjutkan (AM) dari SD-MI ke SKPD yang
SMP-MTs % 98,65 100 menangani urusan

pendidikan

% SD yang semua rombelnya tidak SKPD yang
melebihi 32 siswa % 56.11 80 menangani urusan

’ pendidikan

% SMP yang semua rombelnya tidak SKPD yang
melebihi 36 siswa % 81.59 95 menangani urusan

’ pendidikan

% SD yang telah memenuhi kebutuhan SKPD yang
ruang kelas dan meja dan kursi serta menangani urusan

papan tulis untuk setiap rombel pendidikan

% 15,70 60

% SMP yang telah memenuhi SKPD yang
kebutuhan ruang kelas dan meja dan menangani urusan

kursi serta papan tulis untuk setiap pendidikan

rombel % 29,29 70

% SD yang memiliki Ruang Guru SKPD yang
Lengkap menangani urusan

% 19,10 60 pendidikan

% SMP yang memiliki ruang guru dan SKPD yang
meja + kursi untuk setiap orang o menangani urusan

% 26,78 64 pendidikan

% SMP yang memiliki ruang Kepala SKPD yang
Sekolah dan dilengkapi meja kursi menangani urusan

% 31,80 80 pendidikan

% SD yang memiliki satu orang guru SKPD yang
untuk setiap 32 peserta didik . menangani urusan

7o 85,86 93 pendidikan
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% SD yang memiliki 6 orang guru SKPD yang
menangani urusan

% 51,06 71 pendidikan

% SMP yang memiliki guru untuk SKPD yang
setiap mata pelajaran o 47,28 60 men;;;g;réii Illg;llsan

% SD yang memiliki 2 orang guru SKPD yang
dengan kualifikasi S1/D4 menangani urusan

% 97,34 100 pendidikan

% SD yang memiliki 2 orang guru yang SKPD yang
telah memiliki sertifikat pendidik o 96.42 100 menangani urusan

0 > pendidikan

% SMP yang memiliki guru SKPD yang
berkualifikasi S1/D4 = 70% menangani urusan

% 97,91 100 pendidikan

% guru SMP yang memiliki guru SKPD yang
dengan kualifikasi S1/D4 dan telah menangani urusan

memiliki sertifikat pendidik = 35% pendidikan

% 81,59 93

% Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 SKPD yang
dan bersertifikat pendidik menangani urusan

% 93,76 97 pendidikan

% Kepala SMP yang berkualifikasi SKPD yang
S1/D4 dan bersertifikat pendidik o 65.69 % menangani urusan

° ’ pendidikan

Program Pendidikan Non SKPD yang
3) Formal menangani urusan

pendidikan

SKPD yang
Angka l\:ﬁf{k Huruf % 99,25 99 menangani urusan

( ) pendidikan
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SKPD yang
menangani urusan
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 7,25 7 pendidikan
SKPD yang
) menangani urusan
Jumlah PKBM Aktif PKBM 109 112 pendidikan
SKPD yang
menangani urusan
Jumlah Warga Belajar Paket A PKBM 1.000 pendidikan
SKPD yang
menangani urusan
Jumlah Warga Belajar Paket B Wb 2200 3.000 pendidikan
SKPD yang
menangani urusan
Jumlah Warga Belajar Paket C Wb 2010 3.500 pendidikan
SKPD yang
menangani urusan
Jumlah Lembaga Kursus Lembaga 91 97 pendidikan
SKPD yang
Program Pendidikan Jumlah sekolah yang menerapkan menanga.ni. urusan
4) Inklusif program inklusif Sekolah 4 & pendidikan
Program Peningkatan Mutu SKPD yang
Pendidik dan Tenaga Guru vang Memenuhi Kualifikasi S1/D- menangani urusan
5) Kependidikan yang v / % 82,13 89 pendidikan
SKPD yang
Pengembangan Keprofesionalan menangani urusan
Berkelanjutan ( PKB ) bagi tenaga % 5,27 67 pendidikan
Pendidik
SKPD yang
Guru yang Memenuhi Sertifikasi menanga.ni. urusan
Jabatan Guru % 49,59 65 pendidikan
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SKPD yang
R ) menangani urusan
Nilai Uji Kompetensi Guru ( UKG) % 40,1 60 pendidikan
SKPD yang
Nilai Rata - Rata Ujian Nasional ( US/ menangani urusan
UM) : pendidikan
SKPD yang
menangani urusan
SD — MI 7,69 8 pendidikan
SKPD yang
menangani urusan
SMP - MTs 5,75 6 pendidikan
SKPD yang
menangani urusan
SMA - SMK/ MA 6,18 7 pendidikan
Program Manajemen SKPD yang
Pelayanan Pendidikan Ketersediaan Dokumen Data dan menangani urusan
0) . s Dok 1 1 didik
Informasi Pendidikan pendidikan
SKPD yang
Prosentase SD/MI yang menerapkan menangani urusan
prinsip - prinsip MBS ( Managemen % 90,46 96 pendidikan
Berbasis Sekolah )
Prosentase SMP/MTs yang menerapkan SKPD yang
prinsip - prinsip MBS ( Managemen menangani urusan
Berbasis Sekolah ) pendidikan
% 83,37 89
Prosentase SMA/SMK/MA/MAK yang SKPD yang
menerapkan prinsip - prinsip MBS ( menangani urusan
Managemen Berbasis Sekolah ) pendidikan
% 90,20 96
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Program Pelayanan Jumlah penerima beasiswa jenjang SKPD yang
Pendidikan bagi Keluarga pendidikan dasar (SD/SMP) ) menangani urusan
7) Miskin Siswa 65.658 71.071 pendidikan
Jumlah penerima bantuan siswa SKPD yang
miskin daerah jenjang pendidikan menangani urusan
dasar (SD/SMP) Siswa 0 1.394 pendidikan
Program Pengembangan Jumlah perpustakaan sekolah SKPD yang
Budaya Baca dan menangani urusan
8) Pembinaan Perpustakaan Buah 573 60 pendidikan
2 Kesehatan
Program Pelayanan SKPD yang
Kesehatan Ibu . . menangani urusan
1) Cakupan ibu hamil mendgpatkan % 87.20 100 keschatan
pelayanan antenatal sesuai standar
SKPD yang
menangani urusan
i i kesehatan
Cakupan ibu ber.sahn mendgpatkan % 91.22 100
pelayanan persalinan sesuai standar
SKPD yang
o . menangani urusan
Cakupan komp.hkam kf:b1danan yang % 50.83 71 kesehatan
ditangani
Program Peningkatan . Cakupan bayi baru lahir mendapatkan SKPD yang
2) Pelayanan Kesehatan Bayi . % 97.96 100 menangani urusan
. pelayanan kesehatan sesuai standar
dan Balita kesehatan
SKPD yang
Angka kelangsungan hidup bayi o/oo 991 993 menangani urusan
kesehatan
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Cakupan balita mendapatkan SKPD yang
pelayanan kesehatan sesuai standar. menangani urusan
% 7558 100 kesehatan
Cakupan anak pada usia pendidikan SKPD yang
dasar mendapatkan skrining kesehatan menangani urusan
Program Pelayanan sesuai standar kesehatan
3) Kesehatan Usia Pendidikan U ’ % 100 100
dasar
Cakupan warga negara Indonesia usia SKPD yang
. 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining menangani urusan
Program Peningkatan . kesehatan sesuai standar. kesehatan
4) Pelayanan Kesehatan Usia % 100 100
Produktif
Angka usia harapan hidup SKPD yang
Program Pelayanan menangani urusan
5) Kesehatan Lanjut Usia th 68,69 69 kesehatan
Cakupan orang usia 60 tahun ke atas SKPD yang
mendapatkan skrining kesehatan menangani urusan
sesuai standar % 24,25 100 kesehatan
Program Pelayanan Cakupan penderita hipertensi SKPD yang
Kesehatan Pada Penyakit mendapatkan pelayanan secondary menangani urusan
6) Tidak Menular prevention sesuai standar. % 7 100 kesehatan
Cakupan penderita Diabetes Melitus SKPD yang
mendapatkan pelayanan kesehatan menangani urusan
sesuai standar. % 5 100 kesehatan
Program Pelayanan Cakupan penemuan dan penanganan SKPD yang
Kesehatan Pada Penyakit penderita penyakit TB BTA menangani urusan
7) Menular % 54,41 100 kesehatan
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Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV SKPD yang
mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai menangani urusan
standar. kesehatan
% 10 100
Cakupan Desa/kelurahan Universal SKPD yang
Child Immunization (UCI) menangani urusan
% 91,74 96 kesehatan
Cakupan penemuan dan penanganan SKPD yang
penderita penyakit DBD menangani urusan
% 100 100 kesehatan
Program Pelayanan Cakupan orang dengan gangguan jiwa SKPD yang
Kesehatan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan menangani urusan
kesehatan sesuai standar. kesehatan
8) % 100 100
Program Pelayanan Higiene Cakupan anak di satuan pendidikan SKPD yang
Sanitasi Pangan dasar mendapatkan pangan yang aman menangani urusan
dan sehat. kesehatan
9) % 70 100
Program Perbaikan Gizi Persentase Balita Gizi Buruk SKPD yang
Masyarakat menangani urusan
10) % 0.07 0 kesehatan
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat SKPD yang
Perawatan menangani urusan
% 100 100 kesehatan
Program Promosi Cakupan kecamatan mempunyai SKPD yang
Kesehatan dan cakupan PHBS Rumah tangga menangani urusan
11) Pemberdayaan Masyarakat mencapai 50% % 50 70 kesehatan
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Cakupan kecamatan mempunyai SKPD yang
cakupan Desa Siaga Aktif mencapai menangani urusan
50% % 35 55 kesehatan
Program Pengadaan Cakupan Puskesmas SKPD yang
Peningkatan dan Perbaikan menangani urusan
Sarana dan Prasarana . kesehatan
12) Puskesmas dan Puskesmas 7o 102 102
Pembantu Serta
Jaringannya
Cakupan Puskesmas Pembantu SKPD yang
menangani urusan
kesehatan
% 43.5 44.1
Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk SKPD yang
(1:30.000) menangani urusan
1/30,000 1/43,340 1/41,333 keschatan
Rasio Puskesmas Pembantu (Pustu) per SKPD yang
Satuan Penduduk menangani urusan
1/10,000 1/11,346 1/11,000 kesehatan
Program Pengadaan Pembangunan Rumah Sakit Tipe D / SKPD yang
Peningkatan dan Perbaikan RS Pratama Cikatomas menangani urusan
Sarana dan Prasarana kesehatan
13) Rumah Sakit/Rumah Sakit buah 0 1
Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata
Rintisan Pembangunan Rumah Sakit SKPD yang
Tipe D / RS Pratama Ciawi, Manonjya, menangani urusan
Karangnunggal buah 0 3 kesehatan
Rasio Rumah Sakit per satuan SKPD yang
penduduk menangani urusan
% 0.17 0.19 kesehatan
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SKPD yang
14) Program Standarisasi Cakupan Puskesmas Dengan o 5 9 menia{rgsgsﬁ;; ;usan
Pelayanan Kesehatan Pendampingan Tim Akreditasi Propvinsi o
Rasio dokter per satuan penduduk SKPD yang
menangani urusan
% 0.17 0.19 kesehatan
Rasio tenaga medis per satuan SKPD yang
penduduk menangani urusan
%o 0.6 0.65 kesehatan
SKPD yang
menangani urusan
15) Program Obat dan Cakupan ketersediaan obat essential di % 20 90 kesehatan
Perbekalan Kesehatan Puskesmas °
Program Pelayanan Cakupan penduduk miskin dengan SKPD yang
Kesehatan Penduduk jaminan kesehatan menangani urusan
Miskin % 40 80 kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan pasien SKPD yang
masyarakat miskin menangani urusan
% 31 30 kesehatan
Program Pengelolaan Data Cakupan Puskesmas yang tersedia SKPD yang
dan Informasi Kesehatan perangkat Sistem Informasi Kesehatan menangani urusan
untuk akses pelayanan e-health kesehatan
16) % 5 55
Program Pengadaan, Peningkatan Kelas RS SMC menjadi SKPD yang
Peningkatan Sarana dan Kelas B menangani urusan
17) Prasarana RSUD Kelas c B kesehatan
Program Standarisasi Program Akreditasi RSUD SMC SKPD yang
Pelayanan Kesehatan . Belum o menangani urusan
18) Status Akreditas terakreditasi Akreditasi Penuh kesehatan
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Program BLUD RS SMC Peningkatan Pelayanan Kesehatan SKPD yang
BLUD RS SMC menangani urusan
19) % 30.000.000.000 100 kesehatan
3 Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Program Pengembangan
dan pengelolaan jaringan
1) irigasi, rawa, dan jaringan
pengairan lainnya
Proram pengembangan,
pengelolaan, dan
2) konservasi sungai, danau,
dan sumber daya air
lainnya
SKPD yang
Program pengembangan . menangani urusan
3) kinerja pengelolaan air Perseptase p f;ndyduk yang terlayani Persen 39,16 45 pekerjaan umum
. s sistem air limbah setempat
minum dan air limbah dan penataan
ruang
SKPD yang
Program pengembangan Terbangunnya gedung kantor menangani urusan
4) wilayah strategis dan cepat pemerintahan di kawasan pusat Unit 18 3 pekerjaan umum
tumbuh pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dan penataan
ruang
SKPD yang
menangani urusan
Terehabilitasinya kantor kecamatan Buah 20 4 pekerjaan umum
dan penataan
ruang
SKPD yang
. menangani urusan
5) Program pembangunan Persentase penduduk yang terlayani titik genangan 0 2 pekeriaan umum

infrastruktur perdesaaan

sistem jaringan drainase skala kota

dan penataan
ruang
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6)

Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan

Persentase pembangunan jalan lingkar
4 wilayah dan perbatasan

%

23

SKPD yang
menangani urusan
pekerjaan umum
dan penataan
ruang

Persentase pembangunan jembatan di
wilayah perbatasan

23

SKPD yang
menangani urusan
pekerjaan umum
dan penataan
ruang

7)

Program rehabilitasi/
pemeliharaan Jalan dan
Jembatan

Persentase panjang jaringan jalan
dalam kondisi baik

%

51,34

76

SKPD yang
menangani urusan
pekerjaan umum
dan penataan
ruang

Persentase jembatan dalam kondisi
baik

%

84,37

92

SKPD yang
menangani urusan
pekerjaan umum
dan penataan
ruang

8)

Program peningkatan
sarana dan prasarana
kebinamargaan

Ketersediaan sarana dan prasarana
kebinamargaan

%

40

SKPD yang
menangani urusan
pekerjaan umum
dan penataan
ruang

9)

Program pembangunan
infrastruktur perdesaaan

Jumlah pemeliharaan jaringan irigasi

Buah

195

537

SKPD yang
menangani urusan
pekerjaan umum
dan penataan
ruang

10)

Program Perencanaan Tata
Ruang

Jumlah rancangan produk hukum
daerah mengenai perencanaan tata
ruang

Buah

SKPD yang
menangani urusan
pekerjaan umum
dan penataan
ruang
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Jumlah sistem informasi dan
komunikasi penataan ruang

Buah

SKPD yang
menangani urusan
pekerjaan umum
dan penataan
ruang

Jumlah wilayah/ kawasan yang
memiliki peta dasar dan penggunaan
lahan skala 1: 5000

Buah

SKPD yang
menangani urusan
pekerjaan umum
dan penataan
ruang

Jumlah dokumen rencana tata ruang

Buah

SKPD yang
menangani urusan
pekerjaan umum
dan penataan
ruang

Jumlah dokumen kajian bidang
penataan ruang

Buah

SKPD yang
menangani urusan
pekerjaan umum
dan penataan
ruang

11)

Program Pemanfaatan
Ruang

Jumlah rancangan produk hukum
daerah mengenai pemanfaatan ruang

Buah

SKPD yang
menangani urusan
pekerjaan umum
dan penataan
ruang

Jumlah rancangan produk hukum
daerah mengenai pengendalian
pemanfaatan ruang

Buah

SKPD yang
menangani urusan
pekerjaan umum
dan penataan
ruang

Jumlah pelaksanaan koordinasi
penataan ruang daerah

Kegiatan

SKPD yang
menangani urusan
pekerjaan umum
dan penataan
ruang

Bab IV - 33




Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2018

Jumlah dokumen sinkronisasi program
pemanfaatan ruang

Buah

SKPD yang
menangani urusan
pekerjaan umum
dan penataan
ruang

Jumlah dokumen kajian perwujudan
program pemanfaatan ruang

Buah

SKPD yang
menangani urusan
pekerjaan umum
dan penataan
ruang

Jumlah pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pemanfaatan ruang

Buah

SKPD yang
menangani urusan
pekerjaan umum
dan penataan
ruang

Persentase Penyediaan lahan untuk
Ruang Terbuka Hijau Publik di
Kawasan Perkotaan

Persen

SKPD yang
menangani urusan
pekerjaan umum
dan penataan
ruang

12)

Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

Rekomendasi IMB yang dikeluarkan

Unit

500

SKPD yang
menangani urusan
pekerjaan umum
dan penataan
ruang

Jumlah pelaksanaan pengendalian
pemanfaatan ruang

Buah

SKPD yang
menangani urusan
pekerjaan umum
dan penataan
ruang

Jumlah instrumen pengendalian dan
pemanfaatan ruang

Kegiatan

SKPD yang
menangani urusan
pekerjaan umum
dan penataan
ruang
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Perumahan dan Kawasan
Permukiman

1)

Program Pengembangan
Perumahan

Cakupan lingkungan yang sehat dan
aman yang didukung dengan PSU

Persen

6,56

SKPD yang
menangani
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

Jumlah rumah tidak layak huni yang
direhabilitasi

Unit

6783

500

SKPD yang
menangani
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

Persentase berkurangnya luasan
permukiman kumuh di kawasan
perkotaan

115,3

SKPD yang
menangani
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

2)

Program Lingkungan Sehat
Perumahan

Persentase penduduk yang
mendapatkan akses air minum yang
aman

Persen

55,4

SKPD yang
menangani
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

Persentase penduduk yang terlayani
sistem air limbah setempat

Persen

39,16

SKPD yang
menangani
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

Persentase luas jalan lingkungan
terhadap luas wilayah kabupaten

Persen

35,51

SKPD yang
menangani
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

3)

Program peningkatan
kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran

Persen

52,78

57

SKPD yang
menangani
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

Ketenteraman,
Ketertiban Umum serta
Perlindungan

Bab IV - 35




Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2018

Masyarakat

Program peningkatan
keamanan dan

Terlaksananya pertemuan

SKPD yang menangal
Ketenteraman,

1) Kk Komunitas Intelejen Daerah Frekuensi 0 8 Ketertiban Umum sertg
cnyamanan (KOMINDA) Perlindungan
lingkungan Masyarakat

SKPD yang menangal
. Ketenteraman,
KKtete:tlban UI\I/In um daf: t % 100 100 Ketertiban Umum sertg
etentraman Masyaraka Perlindungan
Masyarakat
SKPD yang menangal
Ketenteraman,
Cakupan patroli petugas Satpol PP Orang 0,23 100 Ketertiban Umum sertg
Perlindungan
Masyarakat
SKPD yang menangai
Jumlah Gangguan ketertiban Ketenteraman,
umum dan ketentraman Kali 46 34 Ketertiban Umum sertg
masyarakat Perlindungan
Masyarakat
SKPD yang menangal
. Ketenteraman,
Jumlal'cll‘unjukkr asayang Kali 15 12 Ketertiban Umum sertg
lamankan Perlindungan
Masyarakat
Program pemeliharaan SKPKDtya?g mengani
kantrantibmas dan Terlaksananya siskamswakarsa di erenteraman,
2) daerah Orang 0 150 Ketertiban Umum sertg

pencegahan tindak
kriminal

Perlindungan
Masyarakat
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Program pengembangan

Jumlah orang yang mengikuti

SKPD yang menanga
Ketenteraman,

3) keb alisasi keb Orang 0 550 Ketertiban Umum serte
wawasan kebangsaan sosialisasi wawasan kebangsaan Perlindungan
Masyaekat
SKPD yang menangal
Program kemitraan Jumlah orang yang mengikuti Ketenteraman,
4) pengembangan sosialisasi kemitraan wawasan Orang 0 250 Ketertiban Umum serte
wawasan kebangsaan kebangsaan Perlindungan
Masyarakat
Program pemberdayaan SKPKZtZﬁ?egrx;?ngar
5) mgsyai‘{altiatt%ntulg Jumlah Llnrrllaas gerd Jll,lmlah 10.000 % 52,55 1 Ketertiban Umum serts
menjaga ketertiban dan endudu Perlindungan
keamanan Masyarakat
SKPD yang menangal
. Ketenteraman,
Petugalsl. Perhndcil.r;{gaél Mats yarakat % 0,525 0 Ketertiban Umum sertz
(Linmas) di Kabupaten Perlindungan
Masyarakat
SKPD yang menangai
Program peningkatan o Ketenteraman,
6) pemberantasan penyakit Jumlalslozf:ﬁggi 1y s:fkr(?;;glkutl Orang 100 150 Ketertiban Umum sertg
masyarakat (pekat) Perlinduman
Masyarakat
SKPD yang menangai
Terwujudnya Peningkatan Ketenteraman,
Pemberantasan Penyakit % 0 100 Ketertiban Umum sertg
Masyaarakat Perlindungan
Masyarakat
SKPD yang menangar
‘g o . i . . Ketenteraman,
7) Program pendidikan Partisipasi Pemilihan Bupati/Wakil % 60,33 Ketertiban Umum serts

politik masyarakat

Bupati

Perlindungan
Masyarakat
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Partisipasi Pemilhan o
Gubernur/Wakil Gubernur /o 65,94

67

SKPD yang menanga
Ketenteraman,
Ketertiban Umum sertz
Perlindungan
Masyarakat

Partisipasi Pemilihan Legislatif % 73,54

SKPD yang menangal
Ketenteraman,
Ketertiban Umum sertg
Perlindungan
Masyarakat

Partisipasi Pemilihan

o)
Presiden/Wakil Presiden % 68,61

SKPD yang menangal
Ketenteraman,
Ketertiban Umum sertg
Perlindungan
Masyarakat

Kegiatan pembinaan terhadap

LSM,Ormas dan OKP Orang

350

SKPD yang menanga
Ketenteraman,
Ketertiban Umum sertg
Perlindungan
Masyarakat

Program Peningkatan
Penegakan Peraturan
Daerah

Penegakan PERDA % 100

100

SKPD yang menanga
Ketenteraman,
Ketertiban Umum sertg
Perlindunga
Masyarakat
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Jumlah Pelaksanaan Koordinasi
dan evaluasi Penegakkan

SKPD yang menangar
Ketenteraman,

Peraturan Daerah, Peraturan Kali 4 Ketertiban Umum sertg
Kepala Daerah, Ketertban Umum Perlindungan
dan Ketentraman masyarakat Masyarakat
SKPD yang menangat
Jumlah Sosialisasi dan Ketenteraman,
penyuluhan Perda dan Perkada Kali 0 1 Ketertiban Umum serte
Lainnya Perlindungan
Masyarakat
SKPD yang menangat
Program Pemberantasan Meningkatnya Pengumpulan merk hasil Ketenteraman,
9) Barang Kena Cukai Inf % Y K guc F}){  Tleoal tembak 18 12 Ketertiban Umum sertg
Tegal nformasi Barang Kena Cukai Ilega embakau Perlindungan
Masyarakat
SKPD yang menangai
. o . . Ketenteraman,
Rasio Jumlla(t)holz)%hsl szc?ni Praja % 0,0082 1 Ketertiban Umum sertg
per 10. pendudu Perlindungan
Masyarakat
SKPD yang menangai
Ketenteraman,
Jumlah PPNS per Perda yang ada % 14 20 Ketertiban Umum sertg
Perlindungan
Masyarakat
6 Sosial

Bab IV - 39




Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2018

Program pembinaan

Jumlah anak terlantar yang

1) anak terlantar tertangani Orang 20 20
Jumlah tenaga pembinaan anak oran 60
terlantar yang dilatih g
Program pembinaan . . .
2) panti asuhan /panti Terlatihnya keterampl'lan penghuni % 100 100
: panti asuhan/jompo
jompo
Program Pembinaan eks
penyandang penyakit o
3) sosial (eks narapidana, Jun’g;%g::f l}ql:tneiflrrfni%;iutl Orang 70 85
PSK, Narkoba, dan p p
penyakit sosial lainnya)
Program pemberdayaan Terlaksananya kerjasama yang
4) kelembagaan baik antara masyarakat dan dunia % 100 100
kesejahteraan sosial usaha
Program Pelayanan dan
5) Rehabilitasi Jumlah orang yang tertangani Orang 200 300
Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan
fakir miskin, KAT, dan
6) Penyandang Masalah Cakupan Penanganan penyan'dang % _ 70 SKPD yang menangat
. . masalah kesejahteraan sosial Sosial
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Program pembinaan Peningkatan Kapasitas Sarana SKPD vang menanaa
7) penyandang cacat dan Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo % 0 16 yS ogi al 9

trauma

dan Panti Rehabilitasi)
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Tanggap dan

Jumlah masyarakat yang

SKPD yang menangal

8) Penanggulangan mengikuti Sosialisasi dan pelatihan Orang 3900 500 K
ebencanaan
Bencana Penanggulangan Bencana
Jumlah Desa Tangguh bencana Desa 7 3 SKPKD yang menanga
ebencanaan
Tersedianya dokumen mitigasi SKPD yang menangat
bencana Dokumen 7 3 Kebencanaan
Tersedianya sarana Paket 1 SKPD yang menangat
Penanggulangan Bencana Kebencanaan
Persentase Penanganan Tanggap Ly 90 90 SKPD yang menanga
Darurat Bencana ° Kebencanaan
Persentase Penanganan o 0 70 SKPD yang menangal
Rehab/rekonstruksi ° Kebencanaan
Prograrr'l pencegahan Sosialisasi pencegahan dini dan
dini dan SKPD yang menangat
9) penanggulangan korban bencana Orang 0 150
penanggulangan korban . . Kebencanaan
alam bagi Satlinmas
bencana alam
B Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
1 Tenaga Kerja
Program Peningkatan
Kualitas dan . o SKPD yang menangat
1) Produktivitas Tenaga Rasio lulusan S1/S2/S3 %0 0 20,22 Tenaga Kefja
Kerja
2) Program Peningkatan Jumlah Wirausaha Baru Wirausaha 0 200 SKPD yang menangaf

Kesempatan Kerja

Tenaga Kerja

Bab IV - 41




Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2018

Program Perlindungan

Cakupan Penanganan Perselisihan

SKPD yang menangal

3) Pengembangan Lembaga % 0 100 ;
T K
Ketenagakerjaan buruh dan pengusaha enaga Kera
Pemberdayaan
2 Perempuan dan
Perlindungan Anak
Pr.ggram kes§ra31an Jumlah perempuan yang SKPD yang menangal
1) kebjjakan peningkatan mengikuti pembinaan &pelatihan Oran 40 100 Pemberdayaan
kualitas Anak dan g b b g Perempuan dan
Perempuan tataboga, tata, tata busana Perlindungan Anak
Cakupan Peningkatan SKEE%Z‘Z? d:eanafrg
Pemberdayaan perempuan kepala % 0 60 Perempu ar)ll dan
keluarga (PEKKA) Perlindungan Anak
Program Penguatan SKPD yang menangal
2) Kelembagaan Meningkatnya melek hurup o 99 16 100 Pemberdayaan
Pengarusutamaan perempuan usia 15 Tahun ° ’ Perempuan dan
Gender dan Anak Perlindungan Anak
Program Peningkatan . SKPD yang menangai
- . Penyelesaian pengaduan
Kualitas Hidup dan . o Pemberdayaan
3) . perlindungan perempuan dan anak Yo 88 100
Perlindungan dari tindakan kek Perempuan dan
Perempuan an tindakan kekerasan Perlindungan Anak
T reran serta dan | Terwujudnya Pembinaan Peran > embartmamn
4) p Serta dan Kesetraan Gender dalam Jenis Kegiatan 0 2 Y

kesetaraan jender dalam
pembangunan

Pembangunan

Perempuan dan
Perlindungan Anak
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Program penguatan

SKPD yang menangai

5) kelembagaan Tercapaianya Sosialisasi % 0 100 Pemberdayaan
pengarusutamaan Pengarusutamaan Gender Perempuan dan
gender dan anak Perlindungan Anak
3 Pangan
Program Peningkatan Pendampingan Lumbung Pangan SKPD yang menan
1) Ketahanan Pangan ping g g Kelompok 20 164 yang menanga
- Masyarakat Pargan
pertanian
Cadangan Pangan Pemerintah SKPD yang menangat
Daerah Ton 62 20 Pangan
Penguatan Lumbung Pangan SKPD yang menangat
Masyarakat Desa 0 70 Pangan
SKPD yang menangai
Panel Harga Laporan 12 12 Pangan
Lembaga Akses Pangan SKPD yang menangat
masyarakat (LAPM) LAPM 0 4 Pangan
Pendampingan Kawasan Rumah SKPD yang menangat
Pangan Lestari Desa 24 84 Pangan
Fasilitasi Pameran pangan lokal . SKPD yang menangat
tingkat provinsi dan pusat Frekuensi 2 Pangan
Pendampingan Mandiri Pangan Desa 26 26 SKPD yang menangaf
Pangan
Pemutakhiran data kerentanan SKPD yang menangar
Peta 0 1
dan kerawanan pangan (FSVA) Pangan
4 Pertanahan;
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Program Penataan
Penguasaan , Pemilikan,

Penataan Penguasaan, pemilikan

SKPD yang menangar

0,
1) Penggunaan dan penggunaant;liz 1femanfaatan % 0 40 Pertanahan
pemanfaatan tanah
SKPD yang menangai
Penyuluhan hukum pertanahan % 0 100 Pertanahan
2) Proir:rﬁii?ﬁzglgﬁ(man Fasilitasi penyelesaian konflik- % 0 100 SKP yang menangani
pertanahan konflik pertanahan Pertanahan
3 Progrg rtn Pgnfgembapgan Penyusunan Sistem Informsi o 0 SKPD yang menangal
) Slspg?t;ﬁ;;lzqr?SI Pertanahan ° Pertanahan
) Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Persentase pengurangan sampah SKPD yang menangal
1) Kinerja Pengelolaan pengurang p Persen 38,77 2 Li ky g Hid g
Persampahan di perkotaan ingkungan Hidup
Jumlah TPA/ TPAS/ TPAST yang Unit 1 1 SKPD yang menangal
terbangun ot Lingkungan Hidup
Program Pengembangan
2) Kinerja Pengelolaan Persentase penanganan sampah % 0.5 ST_PDky ang mar_\;ngar
Persampahan ingkuingan Ridup
Tempat pembuangan sampah (TPS) Paket 9 SKPD yang menanga
per satuan penduduk Lingkungan Hidup
Jumlah tempat pembuangan Paket 9 SKPD yang menangal
sampah (TPS) Lingkungan Hidup
Ketersediaan motor angkut Unit 59 SKPD yang menangat

sampah

Lingkungan Hidup
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Program Pengendalian
Pencemaran dan

SKPD yang menanga

3) Perusakan Lingkungan Penegakan hukum lingkungan dokumen 3 7 Lingkungan Hidup
Hidup
Cakupan pengawasan terhadap SKPD yang menanga
pelaksanaan amdal. perusahaan 64 18 Lingkungan Hidup
Peningkatan kebersihan dan . SKPD yang menanga
Unit 5 2 ) A
pengelolaan sampah Lingkungan Hidup
Meningkatnya jumlah ruang
khusus merokok di OPD Kab. Unit 8 2 SKPD yang menangar
. Lingkungan Hidup
Tasikmalaya
Meningkatnya jumlah Instalasi Unit 1 SKPD yang menanga
Pengelolaan Air Limbah Lingkungan Hidup
Program Perhr.ldungan Cakupan penghijauan wilayah SKPD yang menangat
4) dan Konservasi Sumber rawan longsor dan Sumber Mata Ha 30 10 Li
. ingkungan tdup
Daya Alam Air
Jumlah sumber mata air yang SKPD yang menanga
dikonservasi Buah 33 5 Lingkungan Hidup
Meningkatnya jumlah taman SKPD yang menanga
. Buah 1 ) A
keanekaragaman hayati Lingkungan Hidup
Program Peningkatan
Kualitas dan Akses Sosialisasi kebijakan, peraturan SKPD vang menanda
5) Informasi Sumber Daya perundang-undangan lingkungan Orang 400 400 yang 9

Alam dan Lingkungan
Hidup

hidup

Lingkungan Hidup
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Kerjasama kemitraan pengelolaan

SKPD yang menangal

lingkungan hidup sekolah/ pesantren 20 5 Lingkungan idip
. .. . . SKPD yang menangar
Publikasi lingkungan hidup Kali 4 4 Lingkungan Hidup
6) Program Peningkatan Cakupan Penanganan Pencemaran o 35 55 SKPD yang menangal
Pengendalian Polusi status mutu air ° Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan
dan rehabilitasi . . SKPD yang menangat
7) ekosistem pesisir dan Luas kawasan yang dikonservasi Paket 2 Lingkungan Hidup
laut
Program Peningkatan
Kualitas dan Akses Jumlah dan jenis data dan SKPD vang menandat
8) Informasi Sumber Daya informasi sumber daya alam dan dokumen 1 3 Li yang menang
. . ingkungan Hidup
Alam dan Lingkungan lingkungan
Hidup
Prpgrgm pengembanggn Persenta.se. pendm.iul'( yang SKPD yang menangas
9) kinerja pengelolaan air terlayani sistem air limbah Persen 39,16 2 Li ;
R ingkungan Hidup
limbah setempat
Administrasi
6 Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil;
Program Penataan . SKPD yang menangar
1) Administrasi Rasio penduduk;)egK’ll;P per satuan rasio 0.98 0.98 Adm. Kependudukan
Kependudukan pendudu dan Pencatatan Sipil
SKPD yang menangar
Rasio bayi berakte kelahiran Rasio 0.43 0.46 Adm. Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
SKPD yang menangai
Cakupan Penerbitan KTP el % 98 98.75 Adm. Kependudukan

dan Pencatatan Sipil
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Kepemilikan akta kelahiran per

SKPD yang menanga

% 43.06 44 .50 Adm. Kependudukan
1000 penduduk dan Pencatatanigl
. SKPD yang menangal
Ketekrsedladandditabase ada/tidak Ada ada Adm. Kependudukan
ependudukan dan Pencatatan Sipil
. . SKPD yang menangar
Penerapan KTPNI\IIESIOnal berbasis sudah/ belum Sudah sudah Adm. Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
SKPD yang menangat
Cakupan Penerbitan KK % 92 95 Adm. Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
. . SKPD yang menangal
Cakupan Pe?{elibﬁ.an Kutipan Akta % 43 46 Adm. Kependudukan
clahiran dan Pencatatan Sipil
. SKPD yang mengani
Cakupar}l{ Peniybltan Akte % 0.33 9.00 Adm. Kependudukan
c¢matian dan Pencatatan Sipil
7 Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Program peningkatan
1) kapasitas aparatur % 100 100
pemerintah desa
Program Peningkatan Cakupan pembinaan lembasa SKPD yang menangal
2) Keberdayaan ember%a :)an masvarakat (L%M) % 0 100 Pemberdayaan Msy
Masyarakat Pedesaan p 4 Y dan Desa
Program pengembangan SKPD yang menangal
3) lembaga ekonomi Cakupan Pembinaan BumDes % 0 100 Pemberdayaan Msy

pedesaan

dan Desa
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Program peningkatan

Persentase Swadaya Masyarakat

SKPD yang menangar

4) partisipasi masyarakat terhadap Program pemberdayaan % 0 100 Pemberdayaan Msy
dalam membangun desa masyarakat dan Desa
Program peningkatan SKPD yang menangal
5) peran perempuan di Cakupan pembinaan PKK % 0 100 Pemberdayaan Msy
perdesaan danDesa
3 Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
1) Program Kgsehatgn % 100 100
reproduksi remaja
. . SKPD yang menangai
2) Prog]?fam Keluarga Meningkatnya ilgvalenm peserta % 65,9 100 Pengendalian
erencana Penduduk dan KB
Program pelayanan SKPD yang menangal
3) kont . Tersedianya Alat Kontrasepsi % 0 100 Pengendalian
ontrasepst Penduduk dan KB
Program promosi SKPD
kesehatan ibu, bayi dan | Cakupan Pembinaan Keluarga Pra o yang menanga
4) Kk melalui kel k | Seiahtera dan Kel Seiaht 1 % 287,683 KK 80 Pengendalian
anak melalui kelompo ejahtera dan Keluarga Sejahtera Penduduk dan KB
kegiatan di masyarakat
9 Perhubungan
Program Pembangunan Persentase pembangunan terminal SKPD yang menangal
1) Sarana dan Prasarana ; % 13
di 5 kecamatan Perhubungan
Perhubungan
Program peningkatan Cakupan kelengkapan SKPD yang menanga
2) dan pengamanan lalu P gxap % 40 yang g4
1 perlengkapan jalan Perhubungan
intas
Program peningkatan -
3) kelaikan pengoperasian Persentase kepemilikan KIR % 75 SKPD yang menangat

kendaraan bermotor

angkutan umum

Perhubungan
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Komunikasi Dan

10 Informatika;

Program Pengembangan Cakupan pelayanan sarana dan SKPD yang menangal

1) Komunikasi, Informasi pan pe'ay: . Paket - 2 yang 9
. prasarana bidang kominfo Kesekretariatan Daera

dan Media Massa
Program kerjasama SKPD yang menanga
2) informasi dan media Jumlah surat kabar nasional/lokal Buah 64 75 Kesekretariatan Daera
massa

. . SKPD yang menangal
Jumlah penyiaran radio/TV lokal Buah 26 32 Kesekretariatan Daera
. . SKPD yang menangal
Jumlah media online Buah 13 20 Kesekretariatan Daeral
. . SKPD yang menanga
Jumlah media luar ruang kali 3 6 Kesekretariatan Daeral
Jumlah pelayanan Informasi & Buah 6 4 SKPD yang menanga
dokumentasi ua Kesekretariatan Daeral
Cakupan wilayah yang o ) 5 SKPD yang menanga
memperoleh akses informasi (KIM) ° Kesekretarntan Daerah
Program Pengembangan Jumlah Website Milik SKPD dan SKPD vang menanda

3) Komunikasi, Informasi Kecamatan sebagai layanan akses Website 28 yand g

dan Media Massa

informasi publik

Kominfo
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Jumlah SKPD dan Kecamatan yang

terhubung melalui infrastruktur SKPD dan 12 SKPD yang menangar
. Kecamatan Kominfo
jaringan data pemda
Jumlah Hotspot Publik Milik " SKPD yang menangat
Titik 10 ;
Pemda Kominfo
Jumlah Sistem Informasi SKPD vand menanaaf
Manajemen Pemerintah yang SIM 1 |)</ g g
. . ominfo
terintegrasi
11 Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah
P{Eﬁfﬁ%éfﬁslﬁéiﬁn SKPD yang menanga
1) M h Tersedianya KUKM Centre Unit 0 Koperasi Usaha Kecil
enengan yang dan Menengah
kondusif
Proég??mpgzﬁgﬁl}?jggan SKPD yang menangal
2) . Meningkatnya koperasi aktif Koperasi 393 455 Koperasi Usaha Kecil
Usaha Bagi Usaha
) . dan Menengah
Mikro Kecil Menengah
SKPD yang menangar
Meningkatnya Jumlah UMKM UMKM 33731 34.331 Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Jumlah Fasilitasi Merek Produk SKPD yang menangar
3) o . . Merek 0 100 Koperasi Usaha Kecil
Keunggulan Kompetitif UKM Teregistrasi HAKI
. dan Menengah
Usaha Kecil Menengah
Program Peningkatan Meninekatnva Kualitas SKPD yang menangat
4) Kualitas Kelembagaan g ¥ % 0 10 Koperasi Usaha Kecil

Koperasi

Kelembagaan Koperasi

dan Menengah
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12 Penanaman Modal
Program Peningkatan SKPD vang menangal
1) Promosi dan Kerjasama | Jumlah Pelaku Usaha yang dibina Pelaku Usaha S0 50 yang 9
. Penanaman Modal
Investasi
. . . SKPD yang menangal
Jumlah Promosi Investasi Promosi 5 5 Penanaman Modal
Program Peningkatan SKPD vang menanaa
2) Iklim Investasi dan Jumlah investor (PMDN/PMA) Investor 684 792 p yang 9
. . . enanaman Modal
Realisasi Investasi
Jumlah nilai investasi SKPD yang menangat
(PMDN/PMA) Rp. 174.299.000.000 | 201.772.880.000 Penanaman Modal
Kenaikan / penurunan Nilai Rp. 17.910.000.000 9.608.232.000 SKPD yang menangat
Realisasi Penanaman Modal
Tenaga kerja Orang 1.933 2.238 Sg:rl? a?/]:famn: (;] ;;Iar
3) Kantor Pelayanan dan SKPD yang menangat
Perijinan Terpadu Penanaman Modal
Program Pelayanan Cakupan Pelayanan Kebijakan SKPD yang menangal
.. . o
4) Kebgakgp Teknis Teknis Perijinan %o 200.000.000 100 Penanaman Modal
Perijinan
Program Peningkatan Terlaksananya Program SKPD vang menandar
5) Iklim Investasi dan Peningkatan Iklim Investasi dan % 0 100 Pen a)rll a rr?a n Mod 3'
Realisasi Investasi Realisasi Investasi
Program Penyiapan .
Potensi Sumber Daya, Terlaks.ananya Program Penylapan o SKPD yang menangar
6) Sarana dan Prasarana Potensi Sumber Daya, Sarana dan % 0 100 Penanaman Modal
Prasarana Daerah
Daerah
13 Kepemudaan dan

Olahraga
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Program Pendidikan

SKPD yang menangai

1) Pemuda dan Olah raga Jumlah prestasi tingkat propinsi Siswa 26 29 Kepemudaan dan
Olahraga
SKPD yang menangal
Jumlah prestasi tingkat Nasional Siswa 1 5 Kepemudaan dan
Olahraga
Program Peningkatan Persentase ketersediaan komplek . SKPD yang menangal
2) sarana dan prasarana b lah % 0 13 Kepemudaan dan
olahraga pengembangan olanraga Olahraga
14 Statistik;
1) Program Penyediaan Tersedianya Buku Kabupaten % 100 100 SKPD yang menangal
Data Pembangunan Tasikmalaya dalam Angka ° Statistik
Tersedianya Buku PDRB % 100 100 SKPD yang menangar
Kabupaten Tasikmalaya ° Statistik
Progrgm Peng;mbar%ga.n Meningkatnya Kapasitas Basis Tersedia Sistem SKPD yang menanga
2) data/informasi/statistik % . 20 A
Data Perencanaan Pembangunan Basis Data statistik
daerah
15 Persandian
Program
Penyelenggaraan Penyelenggaraan persandian
1) persandian untuk untuk pengamanan informasi SKPD yang menangal
pengamanan informasi Pemerintah Daerah Persandian
Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
kabupaten/kota.
Pﬁﬁ%ﬁ;n ::13 rllif)trarlllffll'lnikgoslia Penetapan pola hubungan SKPD yang menangar
2) 5 komunikasi sandi antar- Perangkat yang 9

sandi antar- Perangkat
Daerah kabupaten/kota

Daerah kabupaten/kota

Persandian
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16 Kebudayaan
1) Program Pengembangan Apresiasi pemerintah terhadap Oran 0 6 SKPD yang menangal
Nilai Budaya seniman dan budayawan g Kebudayaan
. SKPD yang menangai
Jumlah grup kesenian Grup S0 85 Kebudayaan
Tersedianya Gedung Kesenian Unit 1 SKPD yang menangar
Kebudayaan
2) Program Pengelolaan Perlindungan bangunan cagar Buah 9 9 SKPD yang menangal
Kekayaan Budaya budaya Y Kebudayaan
Sarana penyelenggaraan seni dan 3 1 SKPD yang menangal
budaya Kebudayaan
Benda, Situs dan Kawasan Cagar SKPD yang menangar
Budaya yang dilestarikan Buah 41 41 Kebudayaan
Program Pengelolaan Penyelenggaraan festival seni dan . SKPD yang mangani
3) Keragaman Budaya budaya Kegiatan 8 12 Kebudayaan
17 Perpustakaan
Program Pengembangan
Budaya Baca dan SKPD yang menangal
1) Pembinaan Jumlah perpustakaan Buah 1 - Perpustakaan
Perpustakaan
Jumlah pengunjung perpustakaan SKPD yang menangal
per tahun Orang 9883 11.000 Perpusakaan
Koleksi buku yang tersedia di SKPD yang menangat
perpustakaan daerah Eksemplar 14713 4.000 Perpustakaan
18 Kearsipan
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Program perbaikan

E-Filling penyelenggaraan

SKPD yang menangai

1) sistem administrasi . Paket 1 1 :
Kk . kearsipan Keargpan
earsipan
Program penyelamatan
2) dan pelestarian Pengelolaan arsip secara baku Arsip (boks) 758 20 SKPDKyang_menangar
- earsipan
dokumen/arsip daerah
Program pemeliharaan .
rutin/berkala sarana Cakupan pemeliharaan SKPD yang menangat
3) d rutin/berkala sarana dan % 100 100 :
an prasarana . Kearsipan
. prasarana kearsipan
kearsipan
Program peningkatan . .

4) kualitas pelayanan Memngkatnya kuahta.ls pelayanan % 100 100 SKPD yang menanga
. . informasi Kearsipan
informasi

C Urusan Pilihan

1 Kelautan dan Perikanan

Program pengembangan . . SKPD yang menangali

1) budidaya perikanan Produksi perikanan Ton 56.890 54.010 Kelautan dan Perikanal

Program pemberdayaan SKPD yang menangar

2) ekonomi ma§yarakat Produksi perikanan tangkap Ton 1.183,86 1.429 Kelautan dan @ikanan
pesisir

. SKPD yang menangai

Cakupan bina kelompok nelayan Kelompok - 5 Kelautan dan Perikanal

Produksi perikanan kelompok SKPD yang menangat

nelayan Kelautan dan Perikana

3) Program Peningkatan Meningkatnya Produksi dan Usaha SKPD yang menangal

Usaha Perikanan

Pengolahan Hasil Pertanian

Kelautan dan Perikana
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SKPD yang menanga

Produksi Hasil Olahan Ton 108.560 125.672 Kelautan dan Perikanal
. . SKPD yang menangal
Jumlah Usaha Pengolahan Hasil Unit 123,00 180 Kelautan dan Perikanal
2 Pariwisata
Program Pengembangan . . SKPD yang menangat
1) Pemasaran Pariwisata Kunjungan wisata 924.974 1.200.996 Pariwisata
- Wisatawan Nusantara Orang 921.575 1.196.948 SKPDPﬁr\:ﬁSrZ; nangaf
: SKB yang menangani
- Wisatawan Mancanegara Orang 3.399 4.048 Pariwisata
2) Program Pengembangan Jumlah obyek wisata/daya tarik SKPD yang menanga
Destinasi Pariwisata wisata (DTW) yang siap kunjung Pariwisata
- Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) DTW 11 3 SKPDP);?\;\%S[Z; nanga
- Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) SKPD vand menanaa
unggulan yang telah direhabilitasi DTW 6 1 P);rivﬁsata 9
dan siap kunjung
3) Program Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam SKPD yang menangal
Kemitraan kepariwisataan Pariwisata
- Pembinaan usaha jasa wisata Keg. 4 SKPD yang menangaf

Pariwisata
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- Jumlah masyarakat yg berperan

SKPD yang menangal

aktif dalam kepariwisataan Orang 300 Pariwisata
(kompepar)
3 Pertanian
Program Peningkatan . . SKPD yang menanga
1) Kesejahteraan Petani Cakupan bina kelompok petani Kelompok 2.215 2.215 Pertanian
. . SKPD yang menanga
Cakupan bina kelompok petani Kelompok 9 Pertanian
Program peningkatan
2) pemasaran hasil Frekuensi Gelar Produk dan Kali 1 SKP yang menangani
produksi pertanian/ Pameran Hasil Pertanian Pertanian
perkebunan
Terlak;ananya' promosi hasil SKPD yang menangal
produksi pertanian/perkebunan Keg 1 Pertanian
unggulan
Program peningkatan Produktivitas padi atau bahan
: . . SKPD yang menangal
3) produksi pertanian/ pangan utama lokal lainnya per Pertanian
perkebunan hektar
. . SKPD yang menangal
Produksi padi Ton 813.064 846.242 Pertanian
Produksi Palawija Ton 458.366 464.455 SKPD yang menangay
ertanian
Produksi Sayuran Ton 19.624 14.974 SKPDPyang menanga
ertanian
Produksi Buah-Buahan Ton 334.179 343.833 SKPD yang menanga

Pertanian
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Produksi Tanaman

SKPD yang menanga

Obat/Biofarmaka Ke 6.899 9.323 Pertanian
Meningkatnya Produktivitas % 1 SKPD yang menangal
Komoditas Unggulan Perkebunan ° Pertanian
Program Pengembangan SKPD vang menanaar
4) Pertanian Ramah Luas Pertanian Ramah Lingkungan Ha 8.828 8.500 P):erte?nian 9
Lingkungan
Program Pengembangan
dan Penyediaan L . SKPD yang menangal
5) Prasarana dan Sarana Luas Irigasi Tersier Ha 15.112 2.000 Pertanian
Pertanian
. SKPD yang menangal
JUT (Jalan Usaha Tani) Km 19 3 Pertanian
Perluasan areal lahan pertanian SKPD yang menanga
melalui cetak sawah Ha 50 100 Pertanian
Pir)?i%lrlzril gigéi%;}igs Luas Peningkatan Produksi, SKPD yang menangat
6) ’ , Produktivitas dan Mutu Hasil Ha 6.500 5.200 yang menang
dan Mutu Hasil Pertanian
Tanaman Pangan
Tanaman Pangan
Program Peningkatan
Produksi dan Luas Program Peningkatan SKPD vang menandal
7) Produktivitas Produksi dan Produktivitas Ha 0 60 Pizrta?nian 9
Hortikultura Ramah Hortikultura Ramah Lingkungan
Lingkungan
Program peningkatan . o1
8) penerapan teknologi Tersedianya fasilitas penerapan Unit 9 SKPD yang menangal

pertanian/perkebunan

teknologi pertanian/perkebunan

Pertanian
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9)

Program Pengendalian
Penanggulangan
Penyakit Hewan dan

Meningkatnya Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit Hewan

SKPD yang menangar
Pertanian

Penjaminan Pangan Asal Menular
Ternak
Vaksinasi Al Ekor 200.000 270.000 SKPD yang menangay
. . . SKPD yang menangar
Vaksinasi Rabies Ekor 6.000 5.800 Peranian
. . SKPD yang menangai
Eliminasi HPR Ekor 4.000 7.000 Pertanian
Meningkatnya Pelayanan SKPD yang menangal
Pengobatan Penyakit Hewan Pertanian
Pelayanan Pengobatan Ekor 15.400 16.500 SKPDpyg?:n?;ﬁnangar
Meningkatnya Pelayanan Kesmavet SKPDPi??sngﬁnangar
Pemeriksaan Hewan Qurban Ekor 5.500 5.800 SKPDPyang menangal
ertanian
s . . SKPD yang menangai
Fasilitasi Penerbitan NKV Dokumen - 15 Pertanian
Monitoring dan Survailance Residu SKPD vang menandat
Kimia dan Cemaran Mikroba Sampel 20 100 yang 9

Produk Asal Ternak

Pertanian

Program peningkatan
produksi hasil
peternakan

Meningkatnya Produksi

SKPD yang menangal
Pertanian

Bab IV - 58




Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2018

Daging

Ton

62.456,41

68.168

SKPD yang menanga

Pertanian
SKPang menangani
Telur Ton 12.138,00 13.489 Pertanian
SKPD yang menangai
Susu Ton 3.428,00 3.601 Pertanian
Program Peningkatan Meningkatnya Produksi dan Usaha SKPD yang menangal
Usaha Peternakan Pengolahan Hasil Peternakan Pertanian
. . SKPD yang menangat
Produksi Hasil Olahan Ton 946.708,00 1.004.654 P .
ertanian
. . SKPD yang menangai
Jumlah Usaha Pengolahan Hasil Unit 130,00 139 P .
ertanian
Program pembinaan dan | Pemasangan Sambungan Rumah- SKPD yang menangat
pengembangan bidang Instalasi Rumah (SR-IR) bagi Kec 39 39 Energi dan Sumber
ketenagalistrikan Keluarga Miskin Daya Mineral
_ p SKPD yang menangai
Pemasang;n SR-IR bagi Sarana Kec 39 39 Energi dan Sumber
cagamaan Daya Mineral
SKPD yang menangal
Ratio Elektrifikasi % 73,32 89 Energi dan Sumber
Daya Mineral
Perdagangan
Program Perlindungan
Konsumen dan Jumlah Kasus Pengaduan % 100 SKPD yang menangat

pengamanan
perdagangan

Konsumen yang Diselesaikan

Perdagangan
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Program Pembinaan

Cakupan bina kelompok

1. SKPD yang menangal
o,
pedagang kaki lima dan pedagang/usaha informal % 20 Perdagangan
asongan
Program Peningkatan Persentase
. . o 1: . . o SKPD yang menangal
Efisiensi Perdagangan pembangunan/revitalisasi pasar di % 13 P
. erdagangan
Dalam Negri 5 kecamatan
Perindustrian
Program peningkatan
kemampuan teknologi
industri
Program Pengembangan
Industri Kecil dan Peningkatan Pembinaan IKM % 10 SKPD yang menangar
Perindustrian
Menengah
Program Penger.nbanga'n Terwujudnya Sentra Industri SKPD yang menangat
sentra-sentra industri . Sentra 1 ) .
. Potensial Perindustrian
potensial
Transmigrasi
Program Pengembangan Bertambahnya Wilayah Lokasi 9 SKPD yang menangal
Wilayah Transmigrasi Tranmigrasi Transmigrasi
Program Transmigrasi . SKPD yang menangal
Lokal Jumlah Transmigran Lokal KK 60 Transmigrasi
Program T1"ansm1gra51 Jumlah Transmigran swakarsa KK 15 SKPDyang menangar
Regional Transmigrasi
Aspek Perencanaan, Pengawasan Serta Aspek Penunjang Lainnya
Perencanaan
Program kerjasama Jumlah kerjasama Buah 5
pembangunan
Program peningkatan jumlah dokumen perencanaan
perencanaan dan Buah 3

penganggaran SKPD

SKPD
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Program Perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan

Sosial dan Budaya bidang sosbud Buah ) 6
Program perencanaan Tersedianya dokumen RPJPD yg Dokumen 1 SKPD yang menangal
pembangunan daerah telah ditetapkan dgn PERDA Perencanaan
Tersedianya Dokumen RPJMD yg
telah ditetapkan dgn Dokumen 1 SKPPDe)r/::gar::;?ngar
PERDA/PERKADA
Tersedianya Dokumen : RKPD yg SKPD yangenangani
telah ditetapkan dgn PERKADA Dokumen 1 1 Perencanaan
Keuangan
. L Peningkatan Aset Daerah yang
Program optimalisasi . . . . SKPD yang menangar
pengelolaan aset daerah mempunyai bukti kepemilikan Bidang Tanah 213 15 Keuangan
yang sah
Program peningkatan
pengembangan sistem Opini Laporan Hasil Pemeriksaan WDP/WTP WTP WTP SKPD yang menangat

pelaporan capaian
kinerja dan keuangan

BPK

Keuangan

Program peningkatan
dan pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah

Penyusunan APBD yang tepat
waktu

Ketepatan Wakti

Tepat waktu

Tepat waktu

SKPDang menangani
Keuangan

Kesesuaian pengalokasian
anggaran terhadap peraturan
perundangan dalam hal :

SKPD yang menangai
Keuangan
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SKPD yang menanga

1. Pendidikan Kesesuaian Sesuai Sesuai Keuangan
. . . SKPDang menangani
2. Kesehatan Kesesuaian Sesuai Sesuai Keuangan
. . . SKPD yang menangal
3. ADD Kesesuaian Sesuai Sesuai Keuangan
Program peningkatan
dan pengembangan Pertumbuhan PAD % - 5 SKPDKyang menanga
euangan
pendapatan daerah
Kepegawaian;
Program peningkatan . .
kapasitas sumber daya Rasio pegawal yang ‘perkompeten % 100 100
sesuai dengan bidangnya
aparatur
Program Pembinaan dan Persentase kete%’laksanaan SKPD yang menanga
Program Pembinaan dan % 100 :
Pengembangan Aparatur Kepegawaian
Pengembangan Aparatur
Pendidikan dan
pelatihan;
Persentase keterlaksanaan
p . qs . SKPD yang menanga
rogram Pendidikan dan program peningkatan o s
. < . . Y% 100 Pendidikan dan
Pelatihan keterampilan dan profesionalisme Pelatihan
jumlah ASN
Penelitian dan
pengembangan;
Program Pen'gka_]lan Jumlah Kajian Kebijakan
Penggalian P . SKPD yang menanga
enyelenggaraan Pemerintah . »
Pembangunan Daerah secara Konprehensif dan Kali 19 5 Penelitian dan
Khazanah Potensi onp Pengembangan
Ilmiah
Daerah
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fungsi penunjang
lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pengawasan;
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Prosentase cakupan obrik yang SKPD yang menanga
. o % 47
Pengendalian diperiksa Pengawasan
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Prosentase jumlah SKPD yang o 3 SKPD yang menanga
menerapkan SPIP ° Pengawasan
Program peningkatan
pengembangan SI.S tem Prosentase Laporan yg dikerjakan % 100 SKPDyang menanga
Pelaporan Capaian Pengawasan
Kinerja dan Keuangan
Sekretariat Daerah;
Program peningkatan
pelayanan kedinasan
kepala daerah/wakil
kepala daerah
Program Peningkatan
Kepedulian sosial dan Meningkatnya jumlah zakat, infaq
peran Lembaga dan sodaqoh
Keagamaan
Zakat Fitrah Rp 966.755.925 1.041.090.392 | SKPDyang menangas
’ ’ ’ ’ ’ Kesekretariatan &erah
. SKPD yang menanga
Zakat Profesi Rp 1.700.613.819 1.831.375.078 Kesekretariatan Daera
. . . SKPD yang menangar
Meningkatnya jumlah muzaki Kesekretariatan Daeral
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SKPD yang menanga

Zakat Fitrah Muzaki 1.080.123 1.163.174 Kesekretariatan @erah
. . SKPD yang menangal
Zakat Profesi Muzaki 2.635 2.838 Kesekretariatan Daeral
Prgg;?gl:;rzgﬁ‘;:?n Cakupan penanganan konflik o 100 SKPD yang menangal
sosial berlatar belakang agama ? Kesekretariatan Daeral
Keagamaan

Cakupan Ajengan Masuk Sekolah o 15 SKPD yang menangat

(AMS) ° Kesekretariatan Daeral
Persentase anak usia sekolah yang o 30 SKPD yang menangat

mengikuti program Magrib Mengaji ? Kesekretariatan Daera

Persentase masyarakat yang
mampu baca tulis huruf arab (Usia % 60 SKPD yang menanga
Kesekretariatan Daera
15 tahun ke atas)

Jumlah sarana keagamaan yang .. SKPD yang menangal

mendapat bantuan Mesjid Kecamatan 8 Kesekretariatan Daeral

Meningkatnya prestasi pada SKPD yang menamja

kegiatan keagamaan Kesekretariatan Daera

MTQ Ranking 1 1 SKPD yang menangal

Kesekretariatan Daeral
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SKPD yang menangai

STQ Ranking S 2 Kesekretariatan Daeral

. SKPD yang menangal

Mufakat Ranking 1 1 Kesekretariatan Daeral

Program Peningkatan Jumlah Bantuan Stimulan Guru SKPD yang menangal

Kese.Ja.hteraan Tenaga Madrasah Diniyah Rp/Bulan 0 150.000 Kesekretariatan Daeral
Pendidikan Keagamaan

.. SKPD yang menangai

Jumlah Guru Madrasah Diniyah 21.375 21.525 Kesekretariatan Daeral

P SKPD yang menangar

Jumlah Insentif Ajengan 1.500.000 Kesekretariatan Daeral

. . SKPD yang menangai

Jumlah Insentif Amil Desa 100.000 Kesekretariatan Daeral

Program Peningkatan SKPD yang menangal

Sarana dan Prasarana Terbangunnya Islamic Center % 0 100 Kesekretdatan Daerah

Keagamaan

SKPD yang menangar

Madrasah Madrasah 4530 4.667 Kesekretariatan Daeral

SKPD yang menangai

Pondok Pesantren Pondok Pesantren 750 773 Kesekretariatan Daeral

Masjid Masjid 4650 4.720 SKPD yang menangai

Kesekretariatan Daeral
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Cakupan Pondok Pesantren

SKPD yang menangal

. % 0 20 ;
Mendapat Bantuan Operasional Kesekretariatan Daeral
Programa Pelayanan Cakupan Pelayanan o 100 SKPD yang menangal
Kegiatan Keagamaan Penyelenggaraan Ibadah Haji 0 Kesekretariatan Daeral
Cakupan Fasilitasi Kegiatan PHBI o 0 100 SKPD yang menangat
Tingkat Kabupaten dan Kecamatan ° Kesekretariatan Daeral
Program Peningkatan . .
Keri Ant Jumlah kerjasama Pemerintah MoU 0 9 SKPD yang menangal
cerjasama Antar Daerah ° Kesekretariatan Daeral
Pemerintah Daerah
p Pr(;grarn Pl:: enatgan SKPD yang menangai
eraturan rerundang- Kesekretariatan Daeral
undangan
Rancangan produk hukum yg o 100 100 SKPD yang menangal
terfasilitasi ° Kesekretariatan Daeral
s 1 . SKPD yang menangal
o,

Produk hukum yg tersosialisasikan Yo 100 100 Keskretariatan Daerah
Produk hukum yg dipublikasikan % 100 100 SKPD yang menangal
secara on line ° Kesekretariatan Daeral
Program Penataan Prosentase Fasilitasi Persiapan o 100 100 SKPD yang menangat
Daerah Otonomi Baru Daerah Otonomi Baru ° Kesekreteatan Daerah

Program peningkatan . .
kapasitas sumberdaya Cakupan Pelayanan Administrasi Kecamatan 39 1 SKPD yang menangal

aparatur

Kecamatan

Kesekretariatan Daeral
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Cakupan Pelayanan Administrasi

SKPD yang menangai

Terpadu Kecamatan Kecamatan 0 10 Kesekretariatan Daeral
SKPD yang menangal
Penataan Kelembagaan Kesekretariatan Daeral
. SKPD yang menangai
o,
Kesesuaian SKPD berdasarkan PP Yo 100 100 Kesekretariatan Daeral
1eqs SKPD yang menangai
o,
SKPD yang memiliki UTU % 100 100 Kesekretariatan @erah
SKPD yang memiliki informasi o 100 100 SKPD yang menangat
jabatan ° Kesekretariatan Daeral
o SKPD yang menangai
o,
SKPD yang telah dianjab % 37 100 Kesekretariatan Daeral
. . SKPD yang menangat
SKPD yang telah diatur Tahubja Buah 1 1 Kesekretari@n Daerah
Penataan SKPD yang menangar
Ketatalaksanaan Kesekretariatan Daeral
Jumlah Pedoman dan Metoda Buah 4 1 SKPD yang menangal
Kerja yang disusun Kesekretariatan Daeral
Penerapan SPM Lap/draf urusan 1/15 1/6 SKPD yang menangar

Keseketariatan Daerah
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Peningkatan Pelayanan

Indeks Kepuasan Layanan

%

100

100

SKPD yang menangal

Publik Masyarakat Kategori Baik Kesekretariatan Daeral
P fe;llnﬁka;ag a Ketersediaan dokumen o 100 100 SKPD yang menangal
eP : n g :nggarar? perencanaan(Renstra,Renja,DPA) ° Kesekretariatan Daeral
Pemantauan,
Pengevaluasian serta . o SKPD yang menangal
Pelaporan Ketersediaan E-procurement %0 100 Kesekretariatan Daeral
Pembangunan daerah
. . SKPD yang menangai
Pengadaan barjas melalui ULP Paket 574 574 Keskretariatan Daerah
Peningkatan Sistem
Pelaporan dan Ketepatan waktu penyerahan o 100 100 SKPD yang menangat
Penyelenggaraan laporan kinerja dan keuangan ° Kesekretariatan Daeral
Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan e
. Cakupan fasilitasi penyelenggaraan . SKPD yang menangal
Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa jumlah orang 861 Kesekretariatan Daeral
Pemerintah Desa
Frekuensi Pelaksanaan Monitoring Kali 1 SKPD yang menangal
dan Evaluasi at Kesekretariatan Daeral
Sekretariat Dewan
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga Terfasilitasinya pembahasan . SKPD yang menanga
Perwakilan Rakyat Ranperda Frekuensi 10 29 Kesekretariatan DPRL
Daerah
Terfasilitasinya penyelenggaraan SKPD vang menanga
kegiatan Penyerapan aspirasi Frekuensi 3 3 yand get

(Reses)

Kesekretariatan DPRL
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Terfasilitasinya Peningkatan

Fungsi Pengawasan DPRD

. SKPD yang menangal
Kapasitas Anggota DPRD Frekuensi 8 8 Kesekretariatan DPR[]
Terfasilitasinya penyelenggaraan Frekuensi 120 120 SKPD yang menangal

Kesekretariatan DPRI|
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4.5. Strategi dan Kebijakan Pembangunan

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran perlu dipertegas dan dirumuskan lebih
konkrit dengan upaya untuk mencapainya melalui strategi pembangunan
daerah dan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk lima
tahun mendatang. Strategi dan kebijakan merupakan perencanaan
komprehensif bagaimana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mencapai
tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga
digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, dan
perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi misi. Segala sesuatu yang secara langsung
dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD dianggap
strategis. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapaidan diperjelas dengan
serangkaian arah kebijakan.

Kebijakan pembangunan yang dirumuskan berdasarkan visi, misi,
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, akan dijadikan pedoman dalam
merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan urusan
pemerintahan. Berkenaan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, maka strategi dan kebijakan pembangunan lima tahun

mendatang dipilih dan ditetapkan sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 4.3:
Strategi dan Kebijakan

MISI STRATEGI KEBIJAKAN

1 | MEWUJUDKAN 1 Meningkatkan 1 | Peningkatan peran
MASYARAKAT kesetiakawanan tokoh masyarakat
YANG BERIMAN, sosial dan toleransi dan tokoh agama
BERTAQWA, masyarakat dalam menanamkan
BERAKHLAQULKA nilai-nilai empati
RIMAH DAN dan kepedulian
BERKUALITAS;

2 | Peningkatan peran
Forum Komunikasi
Umat Beragama

(FKUB)

2 | Meningkatkan Penyediaan sarana
sarana prasarana prasarana PAUD
pendidikan anak
usia dini
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MISI STRATEGI KEBIJAKAN
3 | Menguatkan Penyediaan sarana
kelembagaan prasarana dan
PKBM operasional PKBM
4 | Meningkatkan Peningkatan sarana
kesempatan dan prasarana,
memperoleh kualitas dan
pendidikan dasar kuantitas tenaga
pendidik dan tenaga
kependidikan
S5 | Meningkatkan Fasilitasi sertifikasi
kompetensi tenaga tenaga pendidik dan
pendidik dan penyediaan tenaga
kependidikan kependidikan
6 | Meningkatkan Peningkatan
anggaran pembiayaan
peningkatan mutu pendidikan
pendidikan
7 | Mewuyjudkan Fasilitasi
manajemen pemenuhan SPM
berbasis sekolah dan penyelengaraan
akreditasi sekolah
8 | Meningkatkan
peran Komite
Sekolah dan
Dewan Pendidikan
9 Memberikan Pemberian
bantuan terhadap beasiswa/keringana
siswa ber prestasi n biaya pendidikan
dan miskin terhadap
masyarakat yang
tidak mampu
10 | Meningkatkan Peningkatan
pembinaan dan penyelenggaraan
pelatihan Siswa lomba kreatifas
berbakat siswa di tingkat
kabupaten.
11 | Meningkatkan Menyediakan Sarana
Minat Baca Siswa prasarana
dan Masyarakat. Perpustakaan
12 | Menguatkan Meningkatkan
Pelayanan kualitas pelayanan
Kesehatan melalui kesehatan
pendekatan masyarakat
Keluarga Sehat
13 | Menguatkan Peningkatan
Pemberdayaan preventif dan
Masyarakat, promotif kesehatan

kerjasama dan
kemitraan serta
penyehatan

keluarga
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MISI STRATEGI KEBIJAKAN
lingkungan
14 | Menguatkan Peningkatan sarana

Pelayanan Dasar
dan Rujukan

dan prasarana
pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan

15 | Menguatkan Peningkatan
pembiayaan kepesertaan jaminan
kesehatan dan kesehatan
pemeliharaan/jami masyarakat miskin
nan kesehatan
nasional

16 | menguatkan Pemerataan tenaga
manajemen dan kesehatan
regulasi tenaga
kesehatan serta
sistem informasi
kesehatan

17 | Mewujudkan Peningkatan
Kemandirian pelayanan,
penyandang perlindungan,
masalah santunan dan
kesejahteraan keterampilan bagi
sosial (PMKS) penyandang

masalah
kesejahteraan social

18 | Meningkatkan Peningkatan
kualitas dan kompetensi tenaga
produktivitas kerja kesempatan
tenaga kerja, kerja dan
meningkatkan perlindungan tenaga

kesempatan kerja
serta fasilitasi
perlindungan bagi
tenaga kerja

kerja

Peningkatan
kesempatan dan
perlindungan tenaga
kerja

19 | Meningkatkan Penyedian Alat
kepesertaan Kontrasepsi Bagi
Program KB dan Masyarakat Miskin
Transmigrasi

Fasilitasi
Pelaksanaan
Transmigrasi

20 | Menciptakan Peningkatan
Administrasi pelayanan dan
Kependudukan penataan
yang akuntabel administrasi
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MISI STRATEGI KEBIJAKAN
kependudukan
21 | Meningkatkan Pemberdayaan
kualitas hidup Perempuan dan
perempuan dan Perlindungan Anak
anak
22 | Menyediakan data Penyediaan data
pembangunan pembangunan
berbasis gender berbasis gender
23 | Meningkatkan Peningkatan
peran pemuda dan pelayanan dan
organisasi pemberdayaan
kepemudaan Pemuda
dalam
pembangunan
daerah
24 | Meningkatkan Peningkatan kualitas
Pembinaan dan kuantitas
Olahraga melalui sarana dan
lembaga-lembaga prasarana olah raga
pendidikan dan serta olahragawan
organisasi olahraga berprestasi secara
berkelanjutan
25 | Mengembangkan Peningkatan
nilai dan pelestarian dan
pengelolaan pengembangan seni
budaya lokal dan budaya daerah
26 | Meningkatkan Penyedian Sarana
Perlindungan dan dan Prasarana
Pemberdayaan Umum yang Ramah
penyandang bagi Penyandang
Disabilitas dan Disabilitas dan
Lansia Lansia
MEWUJUDKAN 1 | Memberikan Fasilitasi Penerapan
PEREKONOMIAN pelatihan Teknologi Tepat
YANG TANGGUH DI keterampilan Guna Pertanian
BIDANG penggunaan
AGRIBISNIS DAN teknologi tepat
PARIWISATA guna pertanian
tepat guna
2 | Meningkatkan Pembinaan
kapasitas kelompok tani
kelompok tani
3 | Memberikan Fasilitasi pelatihan
Pelatihan dan bantuan sarana
kewirausahaan produksi
dan bantuan
Permodalan
4 | menjamin pengendalian dan

ketersediaan dan
stabilitas harga

Pengawasan
distribusi dan harga

Bab IV - 73




Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2018

MISI

STRATEGI

KEBIJAKAN

sarana produksi

sarana produksi

pertanian, Pertanian, perikanan
perikanan
5 | Menyediakan Pembangunan dan
infrastruktur rehabilitasi
pertanian dan infrastruktur
perikanan yang pertanian dan
memadai perikanan
6 | Meningkatkan Pembinaan
keterampilan dan Kelompok Usaha
manajerial Makanan Olahan
pengolah Pertanian dan
komoditas Perikanan
pertanian dan
perikanan
7 | Meningkatkan Pembinaan
kemampuan SDM Kelompok Tani dan
Masyarakat Pelaku Usaha Pertanian dan
Utama dan Pelaku Perikanan
usaha di bidang
Agribisnis
8 | Membangun Fasilitasi kemitraan
kemitraan antar antar pelaku
pelaku ekonomi ekonomi
9 | Menciptakan iklim Deregulasi Investasi
investasi yang
kondusif
10 | Mempermudah Pelayanan Perijinan
Proses Perijinan berbasis online
11 | Meningkatkan Pembinaan Koperasi
mutu manajemen dan UMKM
dan kelembagaan
Koperasi dan
UMKM.
12 | mengembangkan Pembangunan dan
Pasar Tradisional Rehabilitasi pasar
tradisional
13 | Menyediakan Pembentukan UPTD
sarana prasaran Kemetrologian dalam
kemetrologian Perda OPD Daerah
14 | Mendidik dan
pelatih tenaga
penguji
kemetrologian
15 | Membina SDM, Pengembangan
manajemen, dan Industri Kecil dan
kelembagaan IKM Menengah
16 | meningkatkan pembinaan dan
peran badan pengawasan BUMD
pengawas BUMD
17 | Melaksanakan Pembinaan BUMDES
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MISI STRATEGI KEBIJAKAN
pendampingan
usaha BUMDES
18 | Membangun Penetapan Kawasan

sarana prasarana
ekonomi kreatif

ekonomi Kreatif

19

Membina dan
memfasilitasi
pelaku utama dan
pelaku usaha

Penetapan Kluster
Komiditas Unggulan

komoditas
unggulan
20 | Menetapkan Membangun dan
destinasi Merehabilitasi
pariwisata Fasilitasi dan
Infrastruktur
Pendukung DTW
21 | Menyediakan Penyediaan Pusat
informasi tentang Informasi Pariwisata
objek dan

dayatarik wisata
(DTW)

22

Meningkatkan
promosi dan

Penguatan Promosi
dan Pemasaran

pemasaran potensi Pariwisata
wisata
23 Mewujudkan Pen(.e.tapan
; Kebijakam
manajemen
o . Pengelolaan
pariwisata berbasis
. . berdasarakan SIM
teknologi informasi .
Kepariwisataan

24

Meningkatkan
cadangan pangan
berupa beras

Pengadaan beras
untuk tambahan
cadangan pangan
pemerintah daerah
(CPPD)

25 | Menumbuhkan Pembinaan
Kelompok Lumbung Pangan
Lumbung Pangan masyarakat
masyarakat

26 | Menumbuhkan Pembentukan dan
unit usaha Pembinaan
produktif pada Kelompok Desa
daerah rawan Mandiri Pangan
pangan

27 | Meningkatkan Kampanye
kesadaran penganekaragaman
masyarakat dalam konsumsi pangan
penganekaragaman
konsumsi pangan

28 | Membatasi Kampanye

penggunaan bahan
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MISI STRATEGI KEBIJAKAN
Kimia dalam
proses budidaya
Pertanian
MEWUJUDKAN Meningkatkan Peningkatan
TATA KELOLA kapasitas kapasitas
PEMERINTAH Organisasi kelembagaan
YANG BAIK (GOOD Perangkat Daerah pemerintah daerah
GOVERNANCE)

Menata sistem
hukum di daerah

Menetapkan regulasi
/ produk hukum
daerah yang
mengakomodasi
nilai-nilai agama,
kearifan lokal, dan
nilai-nilai hidup
lainnya yang
berkeadilan.

Meningkatkan
kapasitas, fungsi
dan peran lembaga
legislative

Fasilitasi Kegiatan
DPRD

Meningkatkan
Kerjasama Daerah

Peningkatan
koordinasi Antara
Pemerintah Daerah
dengan Pemerintah
dan Pemerintah
Daerah Lainnya

Meningkatkan
pengelolaan dan
penyelamatan
dokumen /arsip
daerah

Peningkatan
Administrasi
Kearsipan Daerah

Meningkatkan
sarana dan
prasarana
pemerintahan di
tingkat kabupaten,
kecamatan dan
desa

Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
Operasional kerja
SKPD

Peningkatan sarana
dan Prasarana

Pemerintahan
Meningkatkan Peningkatan
penggunaan penerapan Teknologi

Teknologi Informasi
dan Komunikasi
dalam
penyelengaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik

Informasi dan
Komunikasi
Pemerintahan
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MISI STRATEGI KEBIJAKAN
8 | Menyelenggarakan Meningkatkan
Penelitian, kerjasama
Pengembangan Pemerintah Daerah
dan analisis dengan Perguruan
terapan Tinggi dan Lembaga
penyelenggaraan Peneliti lainnya
pemerintahan
9 | Meningkatkan Meningkatnya
kualitas Validitas Data
perencanaan Sebagai Basis Data
pembangunan perencanaan
daerah pembangunan
10 | Meningkatkan Meningkatnya
kualitas kinerja pengelolaan
pengelolaan dan pelaporan
keuangan dan keuangan daerah
asset daerah serta aset daerah
11 | Menambah Meningkatnya dan
investasi daerah mengembangkan
sumber-sumber
pendapatan daerah
12 | Pembaharuan
regulasi investasi
daerah
13 | Melakukan Meningkatnya
rekruitmen proporsi aparatur
aparatur pemerintah daerah
pemerintah
14 | Meningkatkan Meningkatnya
pendidikan dan profesionalisme
pelatihan sumber aparatur
daya aparatur
15 | Penempatan
aparatur sesuai
dengan kebutuhan
16 | Meningkatkan Meningkatnya
kesejahteraan tunjangan Aparatur
Aparatur Sipil Sipil Negara
Negara
1 | Meningkatkan Meningkatnya
7 | pelaksanaan sarana, prasarana
operasi penyakit dan dukungan
masyarakat dan operasional
pengawasan pelaksanaan
perizinan penegakan
peraturan daerah
18 | Meningkatkan Peningkatan
pendidikan politik kesadaran
masyarakat serta kewarganegaraan

mengembangkan
wawasan
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MISI STRATEGI KEBIJAKAN
kebangsaan
19 | Peningkatan
pengawasan
pembangunan
MENINGKATKAN 1 Meningkatkan Peningkatan
KETERSEDIAAN pengelolaan ketersediaan sarana
DAN KUALITAS jaringan irigasi dan dan prasarana
INFRASTRUKTUR sumber daya air pengairan
WILAYAH
BERBASIS TATA
RUANG YANG
BERKELANJUTAN
2 | Meningkatkan Peningkatan
aksesbilitas ketersediaan sarana
masyarakat antar dan prasarana
wilayah perhubungan
3 | Memfasilitasi peningkatkan
peningkatan cakupan pelayanan
layanan ketenagalistrikan
penerangan
4 | Meningkatkan Pembangunan
percepatan infrastruktur
pembangunan strategis dan lima
infrastruktur wilayah
pengembangan
Penyediaan
Infrastruktur
Telekomunikasi
1 | meningkatkan Peningkatan sarana
Pelayanan dan dan prasarana air
pengelolaan air minum dan sanitasi
minum dan
sanitasi
1 Meningkatkan Penyediaan produk
ketersediaan dan hukum daerah
kulitas produk bidang penataan
hukum bidang ruang yang
penataan ruang partisipatif dan
berkualitas
2 | Meningkatkan
struktur pusat Revisi dokumen
pelayanan perencanaan
kawasan penataan ruang
3 | Meningkatkan peningkatan
pengendalian pembinaan dan
pemanfaatan ruang pengawasan
pemanfaatan ruang
1 Meningkatkan Peningkatan
pengetahuan dan pengetahuan dan
kemampuan kemampuan
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MISI STRATEGI KEBIJAKAN
masyarakat dalam masyarakat dalam
menghadapi menghadapi
bencana bencana

2 | Meningkatkan Peningkatan SDM
Fasilitas dan sarana
Kebencanaan penanggulangan

bencana
Meningkatkan 1 | Peningkatan
daya dukung dan Kualitas Lingkungan
daya tampung Hidup yang
lingkungan hidup Menyeluruh

2 | Penetapan Ruang
Terbuka Hijau di
Perkotaan

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya dalam lima

tahun kedepan, maka kebijakan pendanaan pembangunan yang akan

dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1

. Kebijakan anggaran berorientasikan pada program-program upaya

pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia, melalui
pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif
pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,
infrastruktur dan bidang penunjang lain, dengan memenuhi terlebih
dahulu kebutuhan dasar pemerintah daerah seperti belanja gaji

serta belanja tetap.

. Mengimplementasikan amanat konstitusi dan kebijakan nasional

yang harus dilaksanakan oleh daerah seperti prioritas bidang
pendidikan sebesar 20% (duapuluh persen) dan bidang kesehatan

sebesar 10 % (sepuluh persen) secara bertahap.

. Meningkatkan proporsi belanja langsung terhadap jumlah belanja

daerah

.Alokasi  belanja langsung diprioritaskan untuk  program

pembangunan daerah yang menjadi unggulan, seperti program
gerbang desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan

infrastruktur wilayah dan pengembangan agribisnis.

. Konsistensi pengembangan agribisnis melalui alokasi belanja

langsung untuk bidang pertanian, kehutanan, perkebunan,
peternakan, perikanan dan kelautan, Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan sebesar minimal 9 % dari total belanja langsung.
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6. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi dan agribisnis,
maka pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan,
jembatan, perhubungan, pengairan dan listrik, akan diarahkan pada
sentra-sentra produksi di perdesaan. Proporsi belanja langsung
untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ini sebesar
minimal 18 % dari total belanja langsung.

7. Memberikan perhatian khusus kepada 10 kecamatan yang
mempunyai nilai [PM terendah untuk memperoleh prioritas

pendanaan atau program pembangunan.

4.6. Kebijakan Kewilayahan

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah arahan kebijakan dan strategi
pemanfaatan ruang wilayah, oleh karena itu kebijakan pembangunan
kewilayahan Kabupaten Tasikmalaya dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

a. pemantapan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan
produktivitas pertanian;

b. pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan
fungsinya;

c. pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan
keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan
berkelanjutan;

d. pengembangan sistem perkotaan — perdesaan;

e. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah,;

f. pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam
yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah
belum berkembang;

g. pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan
mempertimbangkan keserasian, keseimbangan, dan
pembangunan berkelanjutan; dan

h. peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan
keamanan.

Wujud dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

terdiri atas : rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah
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Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas:
1. Rencana sistem pusat kegiatan
a. sistem perkotaan; dan
b. sistem perdesaan.
2. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah
a. rencana sistem prasarana utama yaitu:
(1) rencana sistemjaringan transportasi darat;
(2) rencana sistemjaringan perkeretapian; dan
(3) rencana sistem jaringan transportasi laut.
b. rencana sistem prasarana lainnya,yaitu:
(1) rencana sistem jaringan prasarana energi;
(2) rencana sistem jaringan telekomunikasi;
(3) rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
(4) rencana sistem jaringan prasarana lainnya.
Pengembangan sistem perkotaan tidak terlepas dari pedoman yang
menjadi acuan penataan ruang kabupaten yaitu Peraturan Pemerintah No.
26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional dan RTRW Provinsi di Kabupaten
Tasikmalaya. Sistem perkotaan di Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas Pusat
Kegiatan Lokal (PKL), PKLp (Pusat Kegiatan LokalPromosi) dan PPK (Pusat
Pelayanan Kawasan). Secara umum kriteria fungsi sistem perkotaan/pusat
kegiatan yang digunakan untuk lingkup wilayah Kabupaten Tasikmalaya,
dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:
Tabel 4.4.

Kriteria Fungsi Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

No Fungsi kota Kriteria
1. | Pusat Kegiatan Lokal A Berfungsi atau berpotensi sebagai pusat
(PKL) kegiatan industri dan jasa yang melayani

skala kabupaten/kota atau beberapa
kecamatan;dan/atau

A Kawasan perkotaan yang berfungsi atau
berpotensi sebagai simpul transportasi
yang melayani skala kabupaten/kota
atau beberapa kecamatan

A Diusulkan oleh pemerintah kabupaten

2. | Pusat Kegiatan Lokal A beberapa pusat yang berpotensi/

promosi (PKLp) dipromosikan  untuk  dikembangkan
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No Fungsi kota Kriteria

menjadi Pusat Kegiatan Lokal

3. | Pusat Pelayanan A Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk

Kawasan (PPK) melayani kegiatan skala kecamatan atau
beberapa desa

A pusat kegiatan yang dipromosikan untuk
di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL,
dengan notasi PKLp atau PKL promosi

A pusat kegiatan yang dapat ditetapkan
menjadi PKLp hanya pusat pelayanan
kawasan (PPK)

Sumber: PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN & Permen PU No 16
Tahun 2009

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah arahan kebijakan dan strategi
pemanfaatan ruang wilayah,oleh karena itu kebijakan pembangunan
kewilayahan Kabupaten Tasikmalaya dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

a. pemantapan lahan sawah Dberirigasi serta meningkatkan
produktivitas pertanian;

b. pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan
fungsinya;

c. pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan
keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan
berkelanjutan;

d. pengembangan sistem perkotaan — perdesaan;

e. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;

f. pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam
yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah
belum berkembang;

g. pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan
mempertimbangkan keserasian, keseimbangan, dan

pembangunan berkelanjutan; dan
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h. peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan
keamanan.
Wujud dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
terdiri atas : rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah
Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas:
1. Rencana sistem pusat kegiatan
a. sistem perkotaan; dan
b. sistem perdesaan.
2. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah
a. rencana sistem prasarana utama yaitu:
(1) rencana sistem jaringan transportasi darat;
(2) rencana sistemjaringan perkeretapian; dan
(3) rencana sistem jaringan transportasi laut.
b. rencana sistem prasarana lainnya,yaitu:
(1) rencana sistem jaringan prasarana energi;
(2) rencana sistem jaringan telekomunikasi;
(3) rencana sistem jaringan sumber daya air; dan

(4) rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Pengembangan sistem perkotaan tidak terlepas dari pedoman yang
menjadi acuan penataan ruang kabupaten yaitu Peraturan Pemerintah No.
26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional dan RTRW Provinsi di Kabupaten
Tasikmalaya. Sistem perkotaan di Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas Pusat
Kegiatan Lokal (PKL), PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) dan PPK (Pusat
Pelayanan Kawasan).

Sistem pusat kegiatan di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai
berikut:

1) Pengembangan satu pusat kegiatan utama wilayah kabupaten
sesuai arahan RTRWP yaitu Singaparna dan Karangnunggal
sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan mempromosikan pusat
utama lainnya sesuai dengan potensinya.

2) Mempromosikan beberapa pusat kegiatan lainnya di wilayah
Kabupaten Tasikmalaya yang berpotensi untuk dikembangkan
Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), diantaranya:

a) Kawasan Perkotaan Manonjaya; dan

b) Kawasan Perkotaan Ciawi.
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3) Penetapan ibukota kecamatan lainnya yang tidak termasuk
dalam PKL dan PKLp di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sebagai
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi:

a) Kawasan Perkotaan Rajapolah;
b) Kawasan Perkotaan Mangunreja;
c) Kawasan Perkotaan Taraju;
d) Kawasan Perkotaan Cipatujah;
e) Kawasan Perkotaan Bantarkalong;
f) Kawasan Perkotaan Cibalong;
g) Kawasan Perkotaan Cikatomas; dan
h) Kawasan Perkotaan Cineam.
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten tersebut berfungsi :

1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah
kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan
dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah
kabupaten; dan

2. Sebagai arahan perletakan sistem jaringan prasarana wilayah
yang menunjang dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan

terutama pusat-pusat kegiatan/perkotaan.

Tabel 4.5.
Sistem Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Tasikmalaya
No. Kef:;n;:an Sistem Perkotaan Pz::::::m
1 Ciawi PKLp
2 Kadipaten PPL
3 Pagerageung PPL
4 Sukaresik PPL
5 Jamanis PPL
§) Sukahening PPL
7 Rajapolah PPK
8 Sukaratu PPL
9 Cisayong PPL
10 Singaparna PKL
11 Sariwangi PPL
12 Leuwisari PPL
13 | Cigalontang PPL
14 | Salawu PPL
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No. Kef:;n;:an Sistem Perkotaan P:-l:::::m
15 | Mangunreja PPK
16 | Tanjungjaya PPL
17 | Sukarame PPL
18 | Sukaraja PPL
19 | Padakembang PPL
20 | Taraju PPK
21 Puspahiang PPL
22 Bojonggambir PPL
23 | Sodonghilir PPL
24 | Manonjaya PKLp
25 | Jatiwaras PPL
26 Cineam PPK
27 | Karangjaya PPL
28 | Salopa PPL
29 Gunungtanjung PPL
30 | Karangnunggal PKL
31 Cipatujah PPK
32 Cibalong PPK
33 Parungponteng PPL
34 | Bantarkalong PPK
35 | Bojongasih PPL
36 | Culamega PPL
37 | Cikalong PPL
38 | Pancatengah PPL
39 | Cikatomas PPK

Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya 2012

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi
peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana
kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya. Rencana kawasan
lindung dalam lingkup wilayah kabupaten mencapai total luas 173.686,72
ha atau 64,12 %, dan rencana kawasan budidaya, yaitu 97.195,04 ha atau
35,88 %. Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.4

Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:
1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi
masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan;

2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
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3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah

lima tahunan dan RPJP dua puluh tahun; dan

4. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.

Tabel 4.6.
Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
No Pemanfaatan Ruang Luas (Ha) ‘ %
A | KAWASAN LINDUNG
1 | Hutan Konservasi 24,157 0,01
2 | Hutan Lindung 16.102,604 5,94
3 | Kaw. Gn Berapi Daerah Bahaya 6.074,870 2,24
4 | Kaw. Gn Berapi Daerah Terlarang 1.186,017 0,44
5 | Kaw. Rawan Grkan Tanah Rendah 34.994,973 12,92
6 | Kaw. Rawan Grkan Tanah Menengah 70.319,677 25,96
7 | Kaw. Rawan Grkan Tanah Tinggi 17.389,499 6,42
8 | Kaw. Rawan Tsunami 4.848,306 1,79
9 | Kaw. Resapan Air 14.686,445 5,42
10 | Sempadan Laut 475,330 0,18
11 | Sempadan Sungai 7.584,843 2,80
TOTAL KAWASAN LINDUNG 173.686,721 | 64,12
B | KAWASAN BUDIDAYA
1 | Enclave 788,279 0,29
2 | Hutan Produksi 2.852,646 1,05
3 | Hutan Produksi Terbatas 25.502,798 9,41
4 | Kaw. Pedesaan 13.976,558 5,16
S | Kaw. Perkotaan 2.051,701 0,76
6 | Lahan Basah 44.646,370 16,48
7 | Lahan Kering 1.195,556 0,44
8 | Perkebunan 6.181,129 2,28
TOTAL KAWASAN BUDIDAYA 97.195,037 | 35,88
TOTAL KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA | 270.881,758 | 100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Tasikmalaya 2012

Didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, juga
telah ditetapkan Kawasan strategis Kabupaten Tasikmalaya. Kawasan
strategis, merupakan kawasan yang diprioritaskan penataan ruangnya
karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial
budaya, dan/atau lingkungan.

Kawasan strategis di Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas :

1. Kawasan strategis provinsi yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi

Jawa Barat. Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Tasikmalaya

adalah kawasan pada wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang
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penataan ruangnya yang diprioritaskan karena mempunyai

pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi dari sudut

Pertahanan dan Keamanan. Kawasan strategis provinsi dari sudut

kepentingan pertahanan dan keamanan ditetapkan dengan kriteria:

a. Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan
pertahanan negara berdasarkan geostrategis nasional;

b. Diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah
pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang
amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan
industri sistem pertahanan

c. Merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau
kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga
dan/atau laut lepas
Didasari analisa yang bertumpu dari sudut pertahanan dan
keamanan, kawasan strategis provinsi diwilayah Kabupaten
Tasikmalaya berupa kawasan strategis Pulau Manuk di

Kecamatan Cikalong.

. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), yang merupakan hasil
perumusan dan kesepakatan pemangku kepentingan (stakeholder)
penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah
kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena
mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten
terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan
kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik
kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam
rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan Strategis di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada

Tabel berikut ini :
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Tabel 4.7.

Kawasan Strategis di Kabupaten Tasikmalaya

NO KRITERIA SUB KRITERIA PENETAPAN
1 | KSK dari sudut | 1. Potensi ekonomi cepat | a. Kawasan
kepentingan tumbuh; Perkotaan Ciawi
Pertumbuhan 2. Sektor unggulan yang dapat | b. Kawasan
Ekonomi menggerakkan pertumbuhan Perkotaaan
ekonomi; Karangnunggal
3. Potensi ekspor; . Kawasan
4. Dukungan jaringan Perkotaan
prasarana dan fasilitas Manonjaya
penunjang kegiatan ekonomi; . Kawasan
5. Kegiatan ekonomi yang Industri dan
memanfaatkan teknologi Perdagangan
tinggi; Kerajinan
6. Fungsi untuk Rajapolah
mempertahankan tingkat | e. Kawasan wisata
produksi  pangan  dalam Pantai
rangka mewujudkan Karangtawulan
ketahanan pangan; . Kawasan Wisata
7. Fungsi untuk Alam
mempertahankan tingkat Galunggung
produksi  sumber  energi
dalam rangka mewujudkan
ketahanan energi; atau
8. Kawasan yang dapat
mempercepat pertumbuhan
kawasan tertinggal di dalam
wilayah kabupaten
2 | KSK dari sudut | 1. Tempat pelestarian dan | a. Kawasan
kepentingan pengembangan adat istiadat Budaya
Sosial Budaya atau budaya; Kampung Naga
2. Prioritas peningkatan | b. Kawasan wisata
kualitas sosial dan budaya; Ziarah
3. Aset yang harus dilindungi Pamijahan
dan dilestarikan;
4. Tempat perlindungan
peninggalan budaya;
5. Tempat yang memberikan
perlindungan terhadap
keanekaragaman budaya;
atau
6. Tempat yang memiliki
potensi pengembangan
kualitas manusia (Akhlak,

Iman dan takwa)
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NO KRITERIA SUB KRITERIA PENETAPAN

3 | KSK dari sudut . Fungsi bagi kepentingan | a. Kawasan
kepentingan pengembangan ilmu Strategis
Pendayagunaan pengetahuan dan teknologi Kabupaten
Sumberdaya berdasarkan posisi geografis Geothermal
Alam dan/atau sumber daya alam strategi, Karaha Bodas
Teknologi Tinggi pengembangan teknologi | b. Kawasan

kedirgantaraan, serta tenaga
atom dan nuklir;

. Sumber daya alam strategis;

Strategis Batu
Mulia Jasper di
Desa Buni Asih

. Fungsi sebagai pusat Kecamatan
pengendalian dan Pancatengah
pengembangan teknologi | c. Kawasan
kedirgantaraan; Plasma Nuftah

4. Fungsi sebagai pusat Sirah Cimunjul
pengendalian tenaga atom
dan nuklir; atau
5. Fungsi sebagai lokasi
penggunaan teknologi tinggi
strategis.

Kawasan pusat pemerintahan yang ditetapkan sejak diterbitkannya
Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota
Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di
Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dilihat dari posisi lokasi dan fungsi serta
perannya merupakan kawasan yang sangat strategis dalam upaya
pengembangan wilayah kabupaten secara keseluruhan.

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031,
mengisyaratkan bahwa Singaparna sebagai kota utama di Kabupaten
Tasikmalaya yang akan berperan sebagai gerbang utama pengembangan
wilayah, yaitu sebagai Kota Pusat Kegiatan Wilayah (KPKW) dan juga
Kota Pusat Kegiatan Sub Wilayah (KPKSW) Wilayah

sebagai dari

Pengembangan Utama Tengah (WPU-Tengah). Dan berdasarkan Perda
Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Rencana Detail Ibukota Kabupaten
Tasikmalaya Pasal 7, 9, menyatakan bahwa Wilayah Fungsional Ibukota
Kabupaten Tasikmalaya seluas + 4.139,70 ha, meliputi 16 Desa di 6
Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Singaparna : Desa Sukahening, Cikunten, Singasari,
Singaparna, Sukamulya, Sukaasih, Cipakat, Cintaraja, Cikunir, dan

Cikadongdong.
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2.
3.
4.
5.
0.

Kecamatan Mangunreja : Desa Mangunreja, dan Margajaya.
Kecamatan Sariwangi : Desa Selawangi.

Kecamatan Leuwisari : Desa Arjasari.

Kecamatan Padakembang : Desa Cilampunghilir;

Kecamatan Sukarame : Desa Sukarame.

Adapun Kawasan Pusat Pemerintahan Ibukota Kabupaten

Tasikmalaya meliputi area seluas + 247 ha, terdiri dari :

A Kawasan Inti Pusat Pemerintahan terletak di Desa Sukaasih, dan

Sukamulya Kecamatan Singaparna.

A Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan terletak di Desa Singasari,

Sukamulya, Kecamatan Singaparna, serta Desa Mangunreja dan

Margajaya Kecamatan Mangunreja.

Untuk mewujudkan kawasan strategis pusat pemerintahan ibukota

kabupaten dan menunjang pertumbuhan, perkembangan serta memperkuat

dan memperlancar mobilitas, aksesibilitas pergerakan orang maupun

barang dari dan ke wilayah Ibukota,direncanakan beberapa prioritas

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Perubahan 2011-2015

meliputi kegiatan :

N O a0 A W N

. Pembebasan Lahan

. Pematangan Lahan dan Pembuatan Badan Jalan
. Pembuatan Bangunan Pelengkap Jalan

. Pembangunan Gedung Kantor

. Pembangunan Perkerasan Jalan

. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau/Taman

. Pembangunan Utilitas

a. Jaringan Air Bersih

b. Jaringan Listrik

c. Jaringan Telepon

d. Jaringan drainase perkotaan

e. Jaringan teknologi komunikasi dan informasi
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